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ABSTRAK 
ZUL KURNIAWAN AKBAR, B111 13 400, dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Rekaman Closed Circuit Television 
(CCTV) Dalam Pembuktian Pada Peradilan Pidana”. Dibimbing oleh 
bapakSaid, Selaku pembimbing I dan Ibu Wiwi, selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum rekaman 
CCTV dan pertimbangan hukum hakim dalam  menjatuhkan putusan 
terhadap kasus dengan nomor register perkara 
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. 
 
 Penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta Pusat. Adapun yang 
menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Penulisan ini dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan dengan 
melakukan wawancara terhadap majelis hakim yang menangani perkara 
dan saksi ahli yang berkaitan dengan judul sekaligus mengumpulkan data-
data terkait dengan masalah dalam tulisan peneliti. Wawancara dilakukan 
dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan topik yan diajukan. 
Pendekatan kedua adalah memaparkan secara deskriptif berbagai hasil 
wawancara lalu melakukan analisis data tersebut. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hal yang baru atau 
suatu pandangan berbeda terhadap majelis hakim, penuntut umum, dan 
penasehat hukum dalam melihat kedudukan rekaman CCTV yang 
dihadirkan dalam persidangan kasus ini. Dalam kasus ini, dihadirkannya 
rekaman CCTV pada dasarnya bertujuan memberi terang akan tindak 
pidana yang terjadi. Pihak penuntut umum memiliki kemudahan dalam 
pembuktiannya dikarenakan hadirnya rekaman CCTV ini yang mana telah 
berhasil merekam keseluruhan kejadian perkara. Penuntut umum pun 
tidak tanggung-tanggung menghadirkan seluruh saksi maupun ahlinya 
yang dengan rekaman CCTV ini mampu memperkuat keterangan saksi 
maupun ahlinya. Ditambah lagi  rekaman CCTV ini sebelumnya telah 
terdata sebagai barang bukti pada proses penyidikan yang telah dilakukan 
verifikasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh pihak penyidik dalam hal 
ini digital forensik puslabfor Polri bersama INAFIS Polri. Namun dalam 
kasus ini pihak terdakwa bersama dengan penasehat hukumnya 
menemukan adanya indikasi telah dilakukannya “tempering” atau 
terjadinya pengubahan terhadap rekaman CCTV sehingga terdakwa 
terlihat seperti melakukan apa yang dituduhkan oleh penuntut umum. 
Indikasi ini pun merupakan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian 
oleh penasehat hukum dihadirkannya saksi ahli  yang kompeten dalam 
bidang video dan gambar. Rekaman CCTV yang sejatinya hadir untuk 
menjadi titik terang demi memudahkan pembuktian dalam persidangan 
namun kehadirannya menjadi perdebatan hukum yang mempertanyakan 
kedudukan rekaman CCTV yang tidak lepas pula dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Dunia saat ini sedang memasuki era digital. Hampir di setiap sudut 
kota maupun daerah perkampungan sekalipun di dunia, tidak lepas 
dengan kehadiran perangkat digital. Bahkan tanpa perangkat tersebut 
dewasa ini, peradaban yang kita kenal kemungkinan akan musnah.1 
Semenjak dunia mengalami revolusi digital, umat manusia telah 
mengubah cara pandangnya dalam menjalani kehidupan yang sangat 
canggih saat ini. Teknologi telah menyediakan perubahan besar kepada 
seluruh dunia, dari mulai mempermudah segala urusan sampai membuat 
masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin 
canggih ini dengan baik dan benar. 
 Perkembangan ini pun tidak lepas di negara Indonesia itu sendiri. 
Banyak hal yang telah mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia 
dikarenakan hadirnya kemajuan teknologi tersebut. Seperti misalnya 
pengunaan media online (internet) yang memaksa para pengamat berita 
untuk menggeser kebiasaan yang dulunya memaksimalkan fungsi media 
massa seperti koran, majalah dan lain-lain. Ada banyak contoh lain 
perkembangan teknologi digital yang tidak perlu dijelaskan secara rinci 
namun dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia 
sendiri terbilang lamban dalam merespon perkembangan teknologi digital 
                                                          
1 Angus Marshall, Digital Forensics: Digital Evidence in Criminal Investigations. West 
Sussex,UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2008, hlm. IX. 
2 
ketimbang beberapa negara berkembang lainnya. Pada saat teknologi 
digital/komputer masuk ke Indonesia dan mulai dikenal luas di tahun 1980-
an, banyak orang memilih untuk menjadi bagian dari perkembangan 
tersebut dengan memilih menjadi seorang ahli programming (Bahasa 
pemrograman komputer). Dengan begitu, orang tersebut dapat 
menjadikan perangkat digital atau dalam hal ini komputer dapat 
mempermudah urusannya atau orang lain. Namun tidak dapat dipungkiri 
programming juga bisa bernilai negatif jika keluarannya didasari untuk 
melakukan kejahatan yang mana hal-hal tersebut dapat menyebabkan 
kerugian yang cukup besar bagi korbannya. 
 Untuk mencegah hal itu, diperlukan suatu hal yang dapat 
mengontrol sisi negatif dari perkembangan teknologi ini. Maka dari itu, 
peranan hukum sangat diperlukan. Hukum sebagaimana yang 
didefinisikan oleh Achmad Ali  ialah seperangkat kaidah atau ukuran yang 
tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat 
sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas 
tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh 
warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya.2 
Dalam beberapa literatur hukum lain pun memberikan beberapa macam 
pendefinisian terhadap hukum, namun peneliti menganggap bahwa 
penerapan hukum seyogyanya bekesesuaian dengan permasalahan 
                                                          
2  Achmad Ali, Meguak Tabir Hukum, Bogor.: Ghalia Indonesia. 2011. Hlm.  30-31 
3 
hukum yang terjadi. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman 
menyampaikan pendapatnya terkait tujuan hukum yaitu (1) keadilan, (2) 
kemanfaatan, dan (3) kepastian hukum. Bagi Radbruch mengajarkan 
bahwa kita harus menggunakan asas prioritas (keadilan pertama, 
kemanfaatan kedua, dan kepastian yang terakhir), dimana prioritas yang 
ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku3. Namun 
perkembangan zaman (salah satunya perkembangan teknologi), 
menyebabkan pilihan prioritas tersebut tidaklah lagi sesuai dan kadang 
bertentangan dalam kasus-kasus tertentu. 
Berkaitan dengan konsep tujuan hukum, konsep hukum pidana di 
Indonesia pada saat ini sangatlah mengedepankan aspek kepastian 
hukum dan bahkan terkadang menafikkan keberadaan tujuan hukum 
lainnya, dengan hanya menjadikan perbuatan-perbuatan yang telah 
dikualifisir sebagai tindak pidana dalam undang-undang saja yang dapat 
dihukum/dipidana.4 Harus diakui bahwa Indonesia pada masa awal 
perkembangan teknologi digital (awal tahun 2000an) belum cukup 
signifikan dalam mengantisipasi kejahatan baik itu cyber/computer crime 
maupun kejahatan lainnya yang mengikutsertakan peran teknologi digital 
di dalamnya.  
Demi menjawab kegelisahan tersebut, Pemerintah Indonesia mulai 
merancang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 
bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi 
                                                          
3 Ibid. hlm. 68-67 
4 Muh. Afdal Yanuar, “Analisis Normatif Kongkritisasi Asas Legalitas Terhadap 
Pembatasan Jenis Narkotika Dalam UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Skripsi 
S1 Kearsipan Fakultas Hukum, Unhas, 2017, hlm. 2. 
4 
yang kemudian pada tanggal 5 September 2005 secara resmi dijadikan 
sebagai RUU ITE melalui No. R/70/Pres/9/2005. Pada akhirnya di tahun 
2008, naskah akhir UU ITE resmi ditetapkan menjadi Undang-undang  No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat 
dalam Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008.5 Oleh karena itu, dengan 
diberlakukannya UU ITE, diharapkan segala bentuk perdebatan tentang 
apa dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukannya 
kasus-kasus yang berhubungan  dengan informasi dan transaksi 
elektronik dapat terjawab6. 
Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah 
berlaku, regulasi tersebut tidak serta-merta dapat mewadahi 
perkembangan teknologi yang setiap harinya akan terus berkembang. 
Kelemahan pun ditemukan yaitu berupa masalah teritorial atau yuridiksi 
dimana terjadinya suatu kejahatan, terjadinya kejahatan yang relatif tidak 
berwujud, dan yang paling sering ditemui ialah sulitnya pembuktian karena 
bukti elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan 
dikirimkan ke seluruh tempat di dunia dalam waktu sekejap. Selain itu pula 
UU ITE ini dianggap membatasi ruang hak kebebasan berekspresi di 
dunia maya (cyberspace) dan menghambat kreativitas masyarakat dalam 
bermain internet, dan juga rentan terhadap Pasal karet atau Pasal-Pasal 
yang interpretasinya bersifat subjektif/individual. 
                                                          
5 M. Jaya, “Sejarah Lahirnya UU ITE”, http://jayacyberlaw.blogspot.co.id/2009/08/sejarah-
lahirnya-uu-ite_07.html. Diakses 30 Maret 2017 pada pukul 05.44 WITA 
6 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Jakarta:Kencana. 2013. Hlm. 
33. 
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Sebagai wujud menanggapi implementasi dari UU ITE yang 
dianggap kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi, Pemerintah 
kembali membahas tentang niatan melakukan revisi terhadap UU ITE ini. 
Pada bulan Oktober 2016, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-
undang No. 19 tahun 2016 perubahan UU  No. 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada dasarnya 
hukum ciptaan manusia tidak pernah sempurna, perubahan ini pun 
menuai kritik dari kalangan aktivis.  
Perubahan ini pun tidak datang dengan sendirinya. Perubahan 
dimotori dengan beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni 
Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, No.2/PUU-VII/2009, No. 5/PUU-
VII/2010, No. 52/PUU-XI/2013. No. 1/PUU-XIII/2015. No. 20/PUU-
XIV/2016, dan No. 74/PUU-XIV/2016. Namun dari sekian banyak perkara 
tersebut hanya 2 perkara yang diterima. Pertama, putusan MK No. 5/PUU-
VIII/2010 yang membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE terkait intersepsi 
atau penyadapan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang 
dimohonkan Anggara Suwahju Dkk. Mahkamah menilai perlu UU yang 
mengatur tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang 
berwenang. Sebab, materi muatan PP tidak dapat mengatur pembatasan 
HAM (Penyadapan). Kedua, putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 
menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 
UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
khususnya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” 
sepanjang dimaknai sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum 
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atas permintaan aparat penegak hukum seperti diatur Pasal 31 ayat (3) 
UU ITE. Permohonan ini diajukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. 
Mahkamah berpendapat penyadapan adalah kegiatan untuk 
merekam, membelokan, mengubah, dan menghambat transmisi elektronik 
yang tidak bersifat publik baik melalui kabel maupun nirkabel. Mahkamah 
harus menegaskan setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih 
lagi dalam rangka penegakan hukum. 
Karena itu, pengaturan proses penyadapan dalam penegakan 
hukum harus berdasar undang-undang. Apabila penyadapan tidak sesuai 
prosedur undang-undang tidak dapat dibenarkan, sehingga alat bukti 
penyadapan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.7 
Berdasarkan dilema yang terjadi terhadap penerapan hukum terkait 
menanggapi pesatnya perkembangan teknologi digital seperti yang 
dijelaskan di atas, salah satu kasus tindak pidana kejahatan konvensional, 
yaitu kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna merupakan salah satu 
kasus yang menjadi contoh konkrit dan fenomenal di Indonesia pada 
Tahun 2016 dengan adanya publikasi secara Live maupun rekaman 
lengkap yang dapat diakses dengan mudah di beberapa situs penyedia 
video. 
Kasus ini terjadi di daerah Yuridiksi Pegadilan Jakarta Pusat 
dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi pidana dengan 
dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP selama 20 Tahun.Terdakwa diduga 
melakukan pembunuhan melalui media minuman Vietnam Iced Coffee 
                                                          
7 Agus Sahbani, “Menimbang Konstitusionalitas UU ITE Baru”. 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5865e38e1aa1b/menimbang-
konstitusionalitas-uu-ite-baru. Diakses pada tanggal 30 Maret 2017 Pukul 6.55 WITA 
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yang telah ditaburi Sianida sebelumnya. Diduga modus pembunuhan ialah 
dikarenakan adanya sakit hati yang berunjung dendam Terdakwa kepada 
korbannya.  
Dalam persidangannya, telah terjadi begitu banyak perdebatan 
yang menyebabkan proses persidangan terbilang lamban untuk kasus 
pidana umum. Salah satu hal yang menyebabkan terjadi perdebatan 
antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa bersama Penasehat 
Hukumnya kala itu ialah di saat dihadirkannya bukti elektronik/digital 
berupa Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) di Kafe Olivier (tempat 
terjadinya perkara). Kasus ini terbilang rumit pembuktiannya dikarenakan 
dakwaan yang diajukan tunggal sehingga Jaksa Penuntut Umum harus 
membuktikan apakah benar Terdakwa pada saat itu benar merencanakan 
pembunuhan tersebut. Kesulitannya terletak pada beban pembuktian 
terhadap unsur mens rea atau berkaitan dengan niat pelaku. 
Dihadirkannya rekaman CCTV di dalam persidangan merupakan 
pintu gerbang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan lebih 
mudah terhadap gerak-gerik terdakwa yang dianggapnya sebagai hal 
yang tidak biasanya dilakukan orang ketika hendak berkumpul dengan 
teman di suatu kafe. Selain itu, rekaman CCTV ini pun dikuatkan 
kedudukannya dengan hadirnya ahli Digital Forensik di persidangan yang 
menyatakan bahwa rekaman CCTV telah sah dan tidak ditemukannya 
upaya tempering (memanipulasi) dalam rekaman (setelah melakukan 
penganalisian sesuai standar yang dimiliki) tersebut sekaligus hadir 
menjelaskan beberapa poin terkait kapasitasnya dihadirkan dalam 
persidangan. Penasehat Hukum menggangap hadirnya rekaman CCTV 
serta ahli Digital Forensik terkesan telah diatur sedemikian rupa agar 
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terlihat seolah-olah dalam rekaman tersebut  terdakwa benar melakukan 
tindakan yang sebagaimana dikirakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain 
itu Penasehat Hukum pun menghadirkan ahli IT yang memiliki kapasitas 
terkait citra video dan gambar yang menyatakan hal yang berlawanan 
dengan ahli Jaksa Penuntut Umum yakni rekaman tersebut telah terjadi 
tempering. Terjadilah perdebatan antara kedua ahli yang basisnya sama-
sama dari IT namun berbeda latar belakang profesi. Hal ini sangat 
bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang menjunjung tinggi 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Contante Justitie).         
 Atas dasar tersebutlah, peneliti memilih judul skripsi ini “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) 
Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus 
Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kedudukan rekaman Closed Circuit Television 
(CCTV) dalam Pembuktian pada sistem Peradilan Pidana (Studi 
Kasus: Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menilai 
kedudukan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dalam 
pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan 
No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)? 
 
9 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kedudukan rekaman Closed Circuit Television 
(CCTV) dalam Pembuktian pada sistem Peradilan Pidana (Studi 
Kasus: Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menilai 
kedudukan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dalam 
pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan 
No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini 
adalah : 
1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum 
khususnya mengenai tinjauan yuridis kedudukan rekaman Closed 
Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan 
Pidana (Studi Kasus: Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). 
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan 
referensi bagi semua pembaca, dan sebagai bahan informasi 
kepada peneliti lainnya dalam penyusunan karya ilmiah yang 
berkaitan dengan judul penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia 
1. Tinjauan Umum 
Dalam memahami sistem peradilan pidana, peneliti menganggap 
perlu memaknai terlebih dahulu makna daripada sistem. Sistem adalah 
sebagai satuan, yang mempunya tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini 
menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.8 
Sedang menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sistem merupakan 
keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, 
kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.9 Agar lebih 
memudahkan pemahaman terhadap makna dari suatu sistem  Lili Rasjidi 
mengklasifikasikan ciri suatu sistem sebagai berikut10: 
1) Suatu Kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu 
kesatuan interaksi (Proses). 
2) Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan 
yang satu sama lain saling bergantung (Interdependence of its 
parts). 
3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan 
yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen 
pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts). 
4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian 
pembentuknya (the whole determines the nature of its parts). 
5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia 
dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu 
(the parts cannot be understood if considered in isolation from 
the whole). 
6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau 
secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu. 
                                                          
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 48. 
9 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta:Binacipta, 1983, hlm. 2. 
10 Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung:Remaja 
Rosdakarya,  1993, hlm. 43-44. 
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 Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses 
penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali 
dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana 
materiil maupun hukum pidana formil, karena perundang-undangan 
pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana ”in 
abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum ”in concreto”. 
Penafsiran dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki kandungan makna yang 
luas dan menciptakan interpretasi yang berbeda-beda dari masing-masing 
pengusungnya. 
Adapun penafsiran Sistem Peradilan Pidana yang memberikan 
sedikit perbedaan diberikan oleh Barda Nawawi Arief yang menjelaskan 
bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya identik dengan Sistem 
Penengakan Hukum Pidana. Sistem Peradilan Pidana atau Sistem 
Penegakan Hukum Pidana hakikatnya juga identik dengan Sistem 
Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.11 Selain itu, Ahli hukum 
lainnya juga memberikan penafsiran terkait Sistem Peradilan Pidana 
seperti halnya Muladi yang mengutip pendapat dari Hulsman yang 
menjelaskan pengertian dari Criminal Justice System yaitu “The criminal 
justice system, then, is a system which offers from most other social 
systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate 
output may be: improsonment, stigmatization, disposession and in many 
countries, even today, death and torture.”12Ahli lain seperti Chamelin, Fox, 
dan Whisenand juga memberikan penafsiran tentang Criminal Justice 
                                                          
11 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di 
Indonesia), Semarang:UNDIP, 2011, hlm. 30-31. 
12 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang:Undip, 1995, hlm. 2. 
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System yang pada dasarnya menyatakan bahwa suatu sistem dan 
masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan 
aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-
sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.13 
Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dikatakan para ahli 
hukum bukan menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan 
tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam 
menerjemahkan suatu istilah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan 
oleh LJ. Van Apeldorn yang menyatakan bahwa hampir semua ahli hukum 
yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini 
setidak-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi 
dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan 
demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam 
satu rumus secara memuaskan.14  
Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-
hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem 
yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus 
bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan 
masyarakat pencari keadilan. Sistem peradilan pidana sesuai dengan 
makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi 
struktural (Structural Syncronization) dalam arti keselarasan mekanisme 
administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (Subtancial 
                                                          
13 HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PTIK, 
2012, hlm. 6. 
14 LJ. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 
1. 
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synchronization) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan 
dapat pula bersifat kultural (Cultural synchronization) dalam arti 
menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh 
mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.15 
Oleh karena itu, merancang Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas 
dari bagaimana suatu negara mengadopsi, mengundangkan dan 
mengimplementasikan suatu sistem hukum. Berbagai macam peraturan 
perundang-undangan terkait institusi penegak hukum mengatur secara 
parsial, dengan begitu eksistensi suatu peraturan perundang-undangan 
belumlah mengatur secara komprehensif berkaitan interelasi dari masing-
masing kewenangan. Sehingga, jika Sistem Peradilan Pidana 
menginginkan keterpaduan, maka perlu dibentuk satu kebijakan hukum 
pidana yang mengatur kewenangan-kewenangan itu dalam satu peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan, peraturan perundang-
undangan yang ada saat ini mengatur struktur suatu lembaga/institusi 
yang tercampur dengan kewenangan fungsional, yang pada dasarnya 
telah pula diatur di dalam KUHAP. Dari begitu banyaknya penafsiran-
penafsiran tentang Sistem Peradilan Pidana, pada hakikatnya kita dapat 
memetik apa yang menjadi tujuan daripada Sistem Peradilan Pidana 
tersebut. Namun ada diantara beberapa ahli yang memaparkan secara 
tegas apa yang menjadi tujuan dari suatu Sistem Peradilan Pidana. 
Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci tentang tujuan Sistem 
Peradian Pidana sebagai berikut16: 
                                                          
15 Muladi, Op.cit., hlm. 13. 
16 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, 
Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian 
Hukum Universitas Indonesia, 2007. Hlm. 84 
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1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 
2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 
masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 
bersalah dipidana. 
3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 
tidak mengulangi lagi kejahatannya. 
Adapun ahli hukum Muladi, yang memberikan tujuan dari Sistem 
Peradilan Pidana dengan memberikan klasifikasi jangka waktu yaitu 
sebagai berikut17: 
1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak 
pidana. 
2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. 
3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. 
Di lain sisi, Hulsman memberikan pendapat negatif tentang Sistem 
Peradilan Pidana yang pada hakikatnya merupakan masalah sosial 
(Social Problem), dengan alasan18: 
1) The Criminal Justice System inflicts suffering; 
2) The Criminal Justice System does not work in term of its own 
declared aims; 
3) Fundamental uncontrollability of Criminal Justice System; 
4) Criminal Justice approach is fundamentally flawed. 
                                                          
17  Fransiska Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Semarang:Magister Ilmu Hukum Undip, 
2008, hlm. 49. 
18 Muladi, Loc.cit. 
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Sistem Peradilan Pidana, jika ingin diterapkan secara konsisten, 
konsekuen dan terpadu antara sub sistem, maka manfaat Sistem 
Peradilan Pidana dapat mewujudkan tujuannya. 
2. Hukum Pidana Materiil 
 Dalam hukum pidana, kita mengenal pembagian hukum pidana 
menjadi 2 bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. 
Hukum pidana materiil menurut Van Hamel mengatakan  bahwa Hukum 
pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang 
mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman19. Sedangkan 
menurut Van Hattum  mengatakan bahwa hukum pidana materiil yaitu 
semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-
tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat 
dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang 
dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut20. Selain itu Simons juga 
mengutarakan pendapatnya tentang hukum pidana materiil itu memuat 
ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, 
peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang 
itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat 
dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya 
sendiri, jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat 
                                                          
19 Tulisan pemikiran  Van Hamel dalam “Inleiding” P.A.F. Lamintang,  Dasar-dasar 
Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm. 10 
20 Tulisan pemikiran  Van Hattum, dalam “Hand-en Leerboek I, Ibid. hlm. 11 
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dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut 
dapat dijatuhkan21.  
a. Ketentuan Pidana 
 Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang ketentuan pidana, perlu 
mengetahui dulu tentang dari mana dasar sumbernya dan atas dasar 
pada siapa berlakunya  hukum pidana, Menurut ahli Adam Chazawi 
membedakan hukum pidana berdasar pada siapa berlakunya menjadi dua 
yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus22. Hukum pidana 
umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua 
warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas 
pribadi subjek hukum tertentu dan setiap warga negara harus tunduk dan 
patuh terhadap hukum pidana umum23. Sedangkan hukum pidana khusus 
adalah yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlkau bagi 
subjek hukum tertentu saja.24 Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat 
dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang 
pengertiannya berbeda dengan hukum pidana umum dan hukum pidana 
khusus yang diterangkan di atas. Hukum pidana umum yang dimaksud 
ialah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada 
kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut 
dengan hukum pidana kodifikasi sedangkan hukum pidana khusus yang 
dimaksudkan di sini adalah hukum pidana yang bersumber pada 
                                                          
21 Tulisan pemikiran Simons “Leerboek I”, Ibid. 
22 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pindana, Teori-
teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Hlm. 
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23 ibid 
24 ibid 
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peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.25 Setelah memahami 
perbedaan tersebut, upaya dapat dilakukan untuk menyatakan suatu 
perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 
haruslah terlebih dahulu merumuskannya dalam peraturan perundang-
undangan. Pada saat suatu perbuatan sudah dinyatakan sebagai tindak 
pidana, maka seketika itu pula masyarakat diangggap mengetahuinya dan 
sekaligus harus menyesuaikan perilakunya sesuai dengan yang diatur 
dalam aturan tersebut.  Salah satu masalah mendasar dalam hukum 
pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana 
(crime).26 Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam 
peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan 
sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang 
konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa 
sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu 
perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari 
perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana 
terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, 
dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat 
bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya 
rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi27.  
                                                          
25 Ibid. hlm. 12 
26 Roeslan Saleh,  Beberapa Asas Hukum PIdana Dalam Perspektif,  Jakarta: Aksara 
Baru. 1983. hlm. 51. 
27 Septa Chandra, Karya tulis berjudul “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan 
Perundangan-Undangan Di Indonesia” dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No.3. 
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2013. Hlm. 113. 
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 Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan 
tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut 
(addressaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam 
bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu 
(omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana untuk 
memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut28.  
 Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana 
dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang 
sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang 
sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di 
masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam 
peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena 
apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan 
rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya 
kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh 
dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu 
sendiri29.  
 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki 
penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan 
perundang-undangan (nullum delictum nulla poena sine praevia lege 
poenali)30. Dengan demikian, dapat dikatakan ‘nullum crimen sine lege’ 
                                                          
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, 
Jakarta: Erlangga, 2009, Hlm. 9 
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dan ‘nulla poena sine lege’ merupakan prinsip utama dari asas legalitas, 
sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Berlakunya suatu 
ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak 
saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa 
yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan 
perundang-undangan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas. 
Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus 
didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas 
retroaktif, perumusan tindak pidananya harus jelas (lex stricta), dan tidak 
diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas ‘nullum delictum’ 
ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari 
individu31. Di sisi lain, rumusan tindak pidana mempunyai suatu fungsi 
melindungi secara hukum pidana materiil dan sebagai rasio dari asas 
legalitas. Namun demikian, rumusan tindak pidana juga mempunyai fungsi 
lain dalam hukum acara pidana formil yaitu sebagai petunjuk bukti. 
Dimana dalam hukum pidana formil, rumusan tindak pidana merupakan isi 
undang-undang yang harus dibuktikan oleh pununtut umum, untuk 
menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, 
semua yang tercantum dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan 
menurut aturan hukum acara pidana. 
 Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara 
civil law lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi. 
Namun, sejauh ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pedoman 
                                                          
31 Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, Jakarta: 
Aksara Baru. 1981. hlm. 10 
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dan kriteria-kriteria dalam merumuskan tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan pidana32.  
 Sejauh ini, belum terdapat pedoman yang memberikan batasan 
yang cukup jelas tentang bagaimana merumuskan dan mengkaitkan 
ketiga aspek dari tindak pidana di atas, kecuali pembahasan-pembahasan 
teoritis yang disana-sini masih menjadi perdebatan antara ahli yang satu 
dengan yang lain. Akibatnya, rumusan ketentuan pidana menjadi sangat 
beragam. Seharusnya setiap perumusan ketentuan pidana di luar KUHP, 
harus tetap berada dalam prinsip dasar atau pedoman umum sistem 
hukum pidana materiil. Sehingga ketentuan pidana dalam undang-undang 
khusus di luar KUHP merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem 
hukum pidana yang berlaku saat ini. 
b. Sanksi Pidana 
Dalam perumusan ketentuan pidana juga berisi ancaman pidana 
atau sanksi yang dilekatkan pada tindak pidana tersebut. Sanksi ini 
haruslah ditujukan bagi ‘orang’ yang melakukan tindak pidana.33 Hoeven 
mengatakan, yang dapat dipidana adalah pembuat34. Sanksi pidana 
karenanya ditujukan kepada orang melakukan kelakuan yang dilarang, 
mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena 
perbuatannya menimbulkan akibat yang terlarang. Oleh karenanya, antara 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana haruslah dipisahkan. 
Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut 
                                                          
32 Septa Chandra, Op.cit., hlm. 115 
33 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian 
Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 23 
34 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 14 
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haruslah dimulai dari tahap perumusan (formulasi), kemudian pada 
pelaksanaan (Law enforcement), dan pada tahap penjatuhan pidana. 
Berdasarkan pandangan memisahkan antara tindak pidana dan 
pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana tidak ditujukan terhadap 
perbuatan terlarang tersebut, melainkan ditujukan terhadap orang yang 
melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya orang 
lah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu sifat orang, bukan sifat 
dari suatu perbuatan yang berarti dengan penjatuhan pidana maka celaan 
yang objektif ada pada tindak pidana kemudian berubah bentuk menjadi 
celaan subyektif kepada pembuatnya. Dalam hukum pidana modern, 
pembuat tindak pidana dapat merupakan “orang perseorangan” 
(natuurlijke persoon) ataupun korporasi (korporatie). Dengan demikian, 
berdasar pandangan pemisahan tersebut haruslah menjadi dasar 
merumuskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. 
Sanksi pidana merupakan reaksi atas tindak pidana, yang berwujud 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak 
pidana tersebut. Ada tiga unsur utama dalam ‘sanksi pidana’ yaitu (1) 
merupakan reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu ‘criminal act’ 
atau  tindak pidana; (2)  yang berwujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada 
pembuat tindak pidana (daader) oleh negara35. Untuk dapat dijatuhkannya 
pidana terhadap pembuat tindak pidana, haruslah ditentukan terlebih 
dahulu mengenai tindak pidana yang dilakukan, dan apakah pembuatnya 
dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini Karena, antara perbuatan 
                                                          
35 Septa Chandra, Op.cit., hlm. 127 
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yang dilarang (strafbaar) dan sanksi pidana (strafmaat) mempunyai 
hubungan sebab akibat (Kausalitas). Dilihat dari hakikatnya, tindak pidana 
adalah perbuatan yang tercela sedangkan sanksi pidana adalah 
merupakan konkritisasi dari celaan. 
 Adapun yang menjadi bentuk-bentuk sanksi tercantum dalam 
kodifikasi peraturan perundang-undangan hukum pidana, yang termaktub 
dalam Pasal 10 KUHP yang memisahkan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan, yaitu:36 
1) Pidana Pokok 
a) Pidana Mati 
Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan 
jalan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan leher 
pidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat 
terpidana berdiri. Kemudian Staatblad 1945 Nomor 123 
yang dikeluarkan oleh Belanda menyatakan bahwa pidana 
mati dijalankan dengan jalan tembak mati. Staatblad ini 
diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, 
Lembaga Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan 
menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969. 
b) Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah adalah pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan, yang bukan saja tidak merdeka 
berpergian tetapi juga kehilangan hak-hak tertentu, seperti 
                                                          
36 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana, 
http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html, diakses 
1 April 2017, jam 23.35 WITA.  
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hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak 
untuk memangku jabatan publik, hak untuk bekerja pada 
perusahaan-perusahaan, hak untuk mendapat perizinan-
perizinan tertentu, hak untuk mengadakan asuransi hidup, 
hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan, hak untuk 
kawin dan hak-hak sipil lainnya. Pidana penjara bervariasi 
dari penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara 
seumur hidup, yang hanya tercantum apabila ada ancaman 
pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana 
penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana 
penjara maksimum 15 tahun. 
c) Pidana kurungan 
Pembuat undang-undang memandang pidana kurungan 
lebih ringan daripada pidana penjara karena pidana 
kurungan diancam kepada delik-delik yang dipandang ringan 
seperti delik culpa dan pelanggaran, dimana dimana 
jangka waktu pemidanaannya lebih pendek dibandingkan 
dengan pidana penjara. 
d) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua yang 
terdapat setiap masyarakat. Pidana denda dijatuhkan 
terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu, pidana denda 
merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul 
oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dapat 
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dipikul oleh orang lain selain terpidana pribadi, tidak ada 
larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang 
atas nama terpidana. Denda dalam perkara 
pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, yang 
apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan. 
Dan pidana denda tersebut tetap dijatuhkan walaupun 
terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada 
korban. 
2) Pidana Tambahan37 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan 
tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-
hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut 
Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di 
bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal : 
1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 
keputusan hakim; 
2. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 
tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang 
                                                          
37 Ilmi Ulfah, “Pidana Tambahan”, http://dearymydreams.blogspot.co.id/2012/06/pidana-
tambahan.html, diakses pada tanggal 1 April 2017 pukul 23.45 WITA 
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diancamkan pada rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan 
pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 
318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat 
hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk 
selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, 
kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah 
dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi 
menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum 
yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya 
untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan 
muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi 
dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. 
Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut 
ketentuan Pasal 39 ayat (1)KUHP , antara lain: 
1. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh 
karena kejahatan, misal uang palsu; 
2. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan 
untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal 
pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh. 
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c) Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah 
dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi 
menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum 
yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya 
untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan 
muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi 
dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. 
Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut 
ketentuan Pasal 39 ayat (1)KUHP , antara lain: 
1. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh 
karena kejahatan, misal uang palsu; 
2. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan 
untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal 
pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh. 
3. Hukum Pidana Formil 
 Hukum pidana formil berfungsi untuk menjalakan hukum pidana 
materiil (subtantif), maka sering juga disebut sebagai Hukum Acara 
Pidana. Menurut Van Hamel hukum pidana formil yang menunjukkan 
bentuk-betuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan 
hukum pidana materiil.38 Sedang hukum pidana formil menurut  van 
Hattum yaitu hukum pidana formil itu memuat peraturan-peraturan yang 
                                                          
38  van Hamel, Op.cit. hlm. 11 
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mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak 
itu harus diberlakukan secara nyata yang biasa orang menyebut jenis 
hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.39 Menurut  Simons 
menyatakan bahwa hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya 
negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya 
untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia 
memuat acara pidana.40 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa hukum pidana formil menetapkan aturan-aturan 
mengenai bagaimana alat-alat negara (aparat penegakan hukum) untuk 
menegakkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum pidana 
materiil. Adapun yang menjadi fungsi pokok hukum pidana formil menurut 
Bambang Poernomo adalah (1) untuk mencari dan menemukan fakta 
menurut kebenaran, (2) menerapkan hukum dengan keputusan 
berdasarkan keadilan, dan (3) Melaksanakan keputusan secara adil.41   
Dalam hukum pidana formil yang menjadi pedoman pelaksanaan 
yaitu KUHAP tahun 1981. Di dalamnya telah dirumuskan dalam Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP Tahun 1981, bahwa tujuan dari hukum pidana formil 
(Hukum Acara Pidana) sebagai berikut: 
1) Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati 
kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya 
dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan 
hukum acara pidana secara jujur dan tepat. 
                                                          
39 Loc.cit 
40 Loc.cit. 
41 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, 
Yogyakarta: Liberty,1988, hlm. 29 
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2) Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan 
pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan 
putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti 
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang 
yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 
3) Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya 
hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunya 
kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur 
pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan 
tersebut. 
Dengan demikian, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP 
tersebut di atas, telah menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi 
hukum acara pidana, namun seharusnya tujuan hukum acara pidana dari 
segi teoritis diparalelkan dengan hukum pada umumnya yaitu untuk 
mencapai ‘kedamaian’ dalam masyarakat.42 Selanjutnya, dalam 
operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk 
mendapatkan suatu kenyataan yang “berhasil mengurangi keresahan 
dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstrukti 
didasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum.43 
Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 di atas yang 
merumuskan tujuan KUHAP, juga dalam konsideran huruf c KUHAP yang 
merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai 
KUHAP,yaitu “Bahwa pembagunan hukum nasional yang demikian itu di 
                                                          
42 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 9 
43 Bambang Poernomo, Op.cit 
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bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan 
kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 
penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke 
arah tegaknya hukum keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi 
terselenggarannya negara hukum sesuai dengan UUD 1945”. 
Berdasarkan bunyi konsideran huruf c KUHAP di atas maka dapat 
dijelaskan landasan tujuan hukum KUHAP, sebagaimana dikemukakan 
Yahya Harahap,44 sebagai berikut: 
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan 
setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan 
hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula 
kewajiban dibebankan hukum kepada dirinya. 
2) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu: 
a) Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum 
sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; 
b) Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para 
aparat penegak hukum; dan 
c) Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan 
beradab. 
3) Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat bangsa, yaitu: 
                                                          
44 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 1, 
Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 62. 
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a) Menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, 
UUD 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan 
yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-
nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat; 
b) Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah 
pancasila dan UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang 
terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, 
yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan 
masyarakat; dan 
c) Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan 
sebagai pedoman tata cara pelaksanaandan asas-asas 
prinsip hukumnya. 
4) Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia 
sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama 
derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada 
keseluruhan harkat dan martabatnya. 
Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan 
tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman 
atau ketertiban yaitu kehidupan bersama anatara sesama anggota 
masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, 
sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan 
berjalan dengan tertib dan lancar. 
Selain dalam Pedoman Pelaksanaan dan Konsideran KUHAP di 
atas, yang telah merumuskan tujuan hukum pidana formil , maka 
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beberapa pendapat diajukan para ahli hukum. Menurut R. Soesilo45 tujuan 
hukum pidana formil ialah pada hakikatnya memang mencari kebenaran. 
Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam 
menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar 
kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. 
Menurut Andi Hamzah46 bahwa tujuan daripada hukum acara pidana ialah 
mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan 
antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib 
hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, 
tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram kerta raharja). 
Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap 
keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana 
termuat dalam KUHAP, antara lain:47 
1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
2) Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), 
artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak 
memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, 
kaya, miskin, dan lainnya di muka hukum atau pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang. 
                                                          
45 R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut 
KUHAP bagi Penegak Hukum), Bogor: Politeai, 1982, hlm. 3. 
46 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983, hlm. 13. 
47 Andi Sofyan, Op.cit. hlm. 14-19 
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3) Tidak seorang pun dapat dihadap di depan pengadilan selain 
daripada yang ditentukan oleh undang-undang. 
4) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan, karena  alat pembutian yang sah menurut 
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 
dianggap dapat bertanggung jawab, telah berssalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
5) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala 
tindakan mengenai penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan 
berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang 
oleh undang-undang. 
6) Asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence), 
artinya setiap orang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau 
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
7) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, 
salah tahan dan salah tuntut, mengadili tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 
orangnya (error in persona) atau hukum yang diterapkannya 
berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 
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8) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan atau lazim disebut contante justitie. 
9) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya 
bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk 
memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan 
guna kepentigan pembelaan. 
10) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasr hukum dakwaan, 
serta hak-haknya termasuk menghubungi dan meminta 
bantuan penasihat hukum. 
11) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya 
terdakwa. 
12) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan 
dalam pemerikasaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap 
orang diperbolehka hadir dan mendengarkan pemeriksaan di 
persidangan. 
13) Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak 
asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih 
menjamin objektivitas perailan dengan mempertanggung 
jawabkan pemeriksaan yang adil tidak memihak, serta 
putusan yang adil kepada masyarakat. 
14) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan 
hanya sah dan mempunya kekuatan hukum apabla diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum. 
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15) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya 
langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara 
hakim dengan terdakwa. 
16) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala 
putusan memuat pula Pasal tertentu dan peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
17) Asas tidakseorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut 
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 
dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
18) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa, mengadili dan mengutus suatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas.   
19) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam 
menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri 
mengawasi jalannya pelaksanaan tersebut. 
4. Proses Peradilan Pidana 
Rangkaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Dalam 
hal ini, peneliti hanya mengemukakan tahapan dalam acara pemeriksaan 
biasa yang berkesesuaian dengan penelitian ini. Adapun tahapan awal 
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proses peradilan pidana yaitu Tertangkap Tangan, Laporan dan 
Pengaduan. 
1) Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir KUHAP, bahwa yang 
dimaksud dengan tertangkap tangan, yaitu “Tertangkapnya 
seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau 
dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu 
dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah 
digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 
menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan 
atau membantu melakukan tindak pidana”. 
2) Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, adalah 
“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak 
atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat 
yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan 
terjadinya peristiwa pidana.” 
3) Pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP, adalah “ 
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berwenang 
untuk menindak menurut hukum seoran yang telah melakukan 
tindak pidana aduan yang merugikannya. 
Setelah adanya Tertangkap tangan, Pelaporan atau Pengaduan 
maka proses selanjutnya yaitu proses penyelidikan dan penyidikan. 
Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting 
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dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya. Penyelidikan 
adalah Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-
undang No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan 
adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”. Sedangkan Penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 
KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, bahwa 
yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”  
Selanjutnya setelah penyelidikan dan penyidikan telah selesai, 
maka tahap selanjutnya ialah penuntutan. Sebelum masuk penuntutan,  
dikenal pula yang namanya pra-penuntutan. Dalam istilah pra-penuntutan 
hanya dijelaskan dalam KUHAP Pasal 14 huruf b yaitu “Mengadakan pra-
penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3), dan ayat (4), dengan 
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik.” Adapun pengertian/definisi prapenuntutan ditegaskan dalam 
penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 16 Tahun 2004 
Kejaksaan RI, yaitu “ Dalam melakkan penuntutan, jaksa dapat melakukan 
pra-penuntutan. Pra-Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau 
perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya 
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penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas 
perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan 
petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah 
berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.” 
 Apabila pra-penuntutan tidak dimintai oleh jaksa, maka tahap 
selanjutnya penuntutan. Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 
7 KUHAP bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntu umum 
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang 
dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan.” 
Perwujudan dari penuntutan jaksa Jaksa Penuntut Umum ialah 
pelimpahan perkara ke pengadilan negeri melalui Surat Dakwaan. Surat 
Dakwaan menurut yahya Harahap ialah:48 
1) Surat akta; 
2) Yang memuat rumusan tindak pidana yang didawkakan kepada 
terdakwa; 
3) Yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan 
dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang 
dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan 
4) Merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di 
persidangan. 
                                                          
48 M. Yahya Harahap, Op.cit. hlm. 386 
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Kemudian setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat 
Dakwaan yang berlandaskan dengan aturan yang telah diatur dalam 
KUHAP, Penasehat Hukum memiliki hak untuk mengajukan Nota 
Keberatan atau Eksepsi. Eksepsi adalah:49 
1) Tangkisan (Plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau 
tidak ditujukan terhadap “materi pokok” Surat dakwaan, 
2) Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat 
“formal” yang melekat pada surat dakwaan. 
Setelah dilakukan pembacaan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum untuk kembali menanggapi 
atas Eksepsi yang ada begitupun pihak Penasehat Hukum berhak pula 
menanggapi atas tanggapan untuk Eksepsi tersebut. Setelah adanya 
tanggapan maupun tidak, giliran pihak Majelis Hakim untuk mengajukan 
Putusan Sela. 
Putusan Sela ini hadir untuk menjawab eksepsi dari terdakwa atau 
Penasehat Hukumnya apakah pengadilan yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum itu berhak untuk megadili perkaranya atau Surat 
Dakwaan tidak dapat diterima atau harus dibatalkan. Adapun tindakan 
Majelis Hakim terhadap Eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) 
KUHAP yaitu (1) Mengabulkan Eksepsi, (2) Menolak Eksepsi, dan (3) 
Eksepsi Diputus Setelah Selesai Pemeriksaan. 
Kemudian setelah adanya Putusan Sela maka persidangan 
dilanjutkan ke tahap pemeriksaan Alat Bukti (Pembuktian) dari kedua 
                                                          
49 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 edisi 
2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 123. 
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belah pihak. Pembuktian ini merupakan masalah yang memegang 
peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui 
pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Peneliti akan menjelaskan lebih 
mendasar terkait proses pembuktian ini.  
Ada beberapa teori tentang sistem pembuktian namun Sistem 
Hukum Pidana Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). Ada dua 
komponen yang menjadi penekan dalam sistem pembuktian ini 
sebagaimana juga diatur dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang mana 
bunyi menyebutkan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” Berikut dua komponen tersebut: 
1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang, 
2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara 
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Dengan demikian hal ini memadukan unsur “objektif” dan “Subjektif” 
dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan tidak ada yang 
paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Oleh karena itu kedua 
komponen tersebut harus saling mendukung. Selain itu pula, di dalam 
sistem proses pembuktian ini juga dikenal dengan asas minimum 
pembuktian. Maka pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP  disebutka secara 
40 
limitatif yang dimaksud alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang 
yaitu: 
1) Keterangan saksi, 
2) Keterangan ahli, 
3) Surat, 
4) Petunjuk, dan 
5) Keterangan terdakwa. 
Sesuai dengan ketentuan di atas, undang-undang menentukan lima 
jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti yang sah.50 
Setelah proses pembuktian selesai (Ketua sidang telah 
menyakinkan kepada dua belah pihak pemeriksaan selesai), maka 
lanjutlah ke tahap Penuntutan dan Pembelaan. Pemeriksaan dapat 
dinyatakan selesai: 
1) Apabila semua ‘alat bukti telah rampung diperiksa. 
2) Semua ‘barang bukti’ yang ada telah diperlihatkan kepada 
terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan 
pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut. 
3) ‘Surat-surat’ maupun ‘berita acara’ yang dianggap penting 
sudah dibacakan dalam sidang pengadilan serta sekaligus 
menanyakan pendapat terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum 
akan isi surat dan berita acara yang dibacakan. 
                                                          
50 Ibid. hlm. 283 
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Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan dapat dilaksanakan 
dengan melalui tata cara: 
1) Diajukan atas permintaan hakim ketua sidang. 
Sekalipun tindakan penuntutan (Requisitor) merupakan fungsi 
yang melekat pada instansi Jaksa Penuntut Umum, fungsi itu 
baru dapat dipergunakan di sidang  pengadilan setelah ketua 
sidang meminta kepadanya untuk mengajukan penuntutan. 
Fungsi itu tidak dapat dilakukan sebelum ketua sidang memberi 
kesempatan untuk itu. Demikian juga halnya dengan pengajuan 
pembelaan. 
2) Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan. 
Dalam tahap proses tuntutan dan pembelaan, Pasal 182 ayat 
(1) huruf a dan b telah menentukan ‘giliran’ antara Jaksa 
Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum dalam 
mengajukan tuntutan dan pembelaan maupun jawaban atas 
pembelaan (Replik). 
3) Jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran 
terakhir. 
Kesempatan mengajukan jawab atas pembelaan, tergantung 
pada pendapat Jaksa Penuntut Umum. Jika Jaksa Penuntut 
Umum tidak mengajukan jawaban atas pembelaan, berarti hal 
ini dianggap mengakhiri tahap proses penuntutan dan 
pembelaan, tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa  atau 
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penasihat hukum untuk mengajukan “tambahan pembelaan” 
(Duplik). 
4) Tuntutan pembelaan dan jawaban dibuat secara tertulis 
Bentuk tuntutan pidana, pembelaan dan semua jawaban yang 
berhubungan dengan penuntutan dan pembelaan, dibuat 
dengan cara tertulis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 182 
ayat (1) huruf c KUHAP. 
5) Pengecualian oleh terdakwa yang tidak pandai menulis 
Tentang hal ini perlu diingat penjelsan Pasal 182 ayat (1) huruf c 
itu menegaskan apabila terdakwa tidak pandai menulis, 
pembelaan dapat diajukan secara lisan dengan mencatatnya 
dalam berita acara sidang. 
Setelah tidak ada lagi yang diajukan dalam tahap penuntutan dan 
pembelaan, tibalah majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan 
putusan yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bertitik tolak dari 
kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan 
dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, biasa berbentuk sebagai 
berikut : 
1) Putusan Bebas 
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau 
acquittal. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa 
dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari 
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pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Putusan ini 
diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.51 
2) Putusan Lepas 
Putusan Lepas (Onslag van recht vervolging) ini diajukan 
apabila pengadilan menganggap bahwa perbuatan yang 
didakwakan tidak merupakan suatu tindak pidana maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini 
diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.52 
3) Putusan Pemidanaan 
Putusan ini menjatuhi hukuman pidana sesuai sanksi yang 
ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa. Hal ini diatur di dalam Pasal 193 KUHAP.53 
 
B. Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana Indonesia 
1. Peranan Bukti Elektronik 
Keberadaan dan kejelasan suatu bukti elektronik sangat penting 
dalam investigasi maupun memberi terang suatu tindak pidana yang 
mungkin merupakan computer crime maupun computer-related crime. 
Computer Crime (Kejahatan Komputer) merupakan kejahatan yang 
menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan 
kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan halaman-halaman 
suatu situs secara ilegal), denial distributed of service (membuat suatu 
sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya setelah 
                                                          
51 Ibid.hlm. 347 
52 Ibid. hlm. 351 
53 Ibid. hlm. 362 
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dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan 
menjadi robot network), keylogging (merekam setiap aktivitas pengetikan 
di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar) identity theft(pencurian 
data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk 
secara ilegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain.54 Sedangkan 
Computer-Related Crime(Kejahatan terkait komputer) adalah segala jenis 
macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan, 
perampokan, korupsi, narkoba, terorisme, dan lain-lain di mana dalam 
kejahatan tersebut terdapat barang bukti elektronik seperti komputer, 
handphone, dan segala hal yang sifatnya digital yang digunakan oleh 
pelaku untuk saling berkomunikasi dengan yang lain atau menyimpan 
data-data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil 
kejahatannya.55 
2. Alat Bukti dalam KUHAP 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah membatasi keleluasan majelis 
hakim untuk mengambil pertimbangan untuk putusannya yang berkaitan 
dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Berikut penjelasan 
tentang alat bukti yang ada dalam KUHAP seperti berikut: 
1) Keterangan Saksi 
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat 
bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan dapat 
dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian 
alat bukti keterangan saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 185 
                                                          
54 Muh. Nuh Al-Azhar, Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, 
Jakarta:Salemba Infotek, 2012. Hlm. 7. 
55 Ibid. 
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KUHAP. Adapun uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi 
sebagai alat bukti yang sah yaitu:56 
a) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna 
dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk 
menilainya, 
b) Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat 
dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa 
saksi a decharge maupun dengan keterangan ahli atau alibi. 
2) Keterangan Ahli 
Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-
undang hanya diatur dalam Pasal 186 KUHAP saja. Sehingga 
apabila hanya bertitik tolak pada Pasal dan penjelesan Pasal 
186 saja, sama seklai tidak memberi pengertian apa-apa 
kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang 
lebih luas perlu diperhatikan Pasal-Pasal lain dalam KUHAP 
mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 230, Pasal 179, dan Pasal 
180. Kekuatan alat bukti Keterangan Ahli tidak mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian yang mengikat dan menetukan. Dengan 
demikian nilai keuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya 
dengan niali kekuatan pembuktian yang melekan pada alat bukti 
keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian 
yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:57 
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a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian ‘bebas’ atau ‘vrij 
bewijskracht’ 
b) Keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung 
oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak 
memadai membuktikan kesalahan terdakwa. 
3) Surat 
Alat bukti surat hanya diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat 
yang sah menurut undang-undang untuk dijadikan alat bukti 
ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang 
dikuatkan dengan sumpah. Dalam Hukum Pidana Formil 
(Hukum Acara Pidana), kekuatan pembuktian surat dapat 
ditinjau dari dua segi yaitu:58 
a) Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat pada Pasal 187 
huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang ‘sempurna’. Sebab 
bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara 
resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
b) Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang 
disebut dalam Pasal 187, ‘bukan alat bukti yang mempunyai 
kekuatan mengikat’. Pada diri alat bukti surat itu tidak 
melekat kekuatan pembuktian yang mengikat sama halnya  
dengan nilai kekuatan pembuktian Keterangan Saksi dan 
Ahli sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
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‘bersifat bebas’. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan 
formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, 
b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan 
sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktiannya. 
4) Petunjuk 
Alat bukti  petunjuk sifatnya terbilang abstrak, bahkan dalam 
praktik peradilan pun masih sering kesulitan untuk 
menerapkannya. Kekuranghati-hatian mempergunakkannya, 
putusan yang bersangkutan bisa menyebabkan 
pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Hal ini 
diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (3) 
KUHAP pun telah memberi peringatan kepada hakim untuk 
penerapan alat bukti pentujuk harus dilakukan dengan arif lagi 
bijaksana dan serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan 
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati 
nuraninya. Adapun kekuatan dari alat bukti petunjuk sifatnya 
sama dengan alat bukti lainnya yaitu mempunyai sifat kekuatan 
pembuktian “yang bebas”. Berikut kekuatan pembuktian yang 
dimliki alat bukti yaitu:59 
a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 
diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas 
menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya 
pembuktian, 
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b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa  berdiri sendiri 
membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada 
prinsip bats minimum pembuktian. Oleh karena itum agar 
petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, 
sekurang-kurangnya harus didukung satu alat bukti yang lain. 
5) Keterangan Terdakwa 
Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang 
merupakan urutan terakhir dari alat bukti yang diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP ayat (1). Penempatannya pun salah satu 
alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses 
pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan 
sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Kekuatan keterangan 
terdakwa tidak menjadi serta merta kekuatan pembuktian yang 
sempurna meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya. 
Dengan demikian, nilai kekuatan keterangan terdakwa adalah 
sebagai berikut: 60 
1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas 
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada 
alat bukti keterangan terdakwa. Majelis hakim bebas menilai 
kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat 
menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan 
jalan mengemukakan alasan-alasannya. 
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2) Harus memnuhi batas minium pembuktian 
Ketentuan ini jelas mengharus mencukupkan alat bukti 
keterangan terdakwa dnegan sekurang-kurangnya satu lagi 
alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang 
cukup. 
3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim 
Sekalipun kesalah terdakwa adalah terbukti sesuai dengan 
asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi 
dengan keyakinan hakim sebagaimana sistem pembuktian yang 
dianut yaitu pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif. 
3. Barang bukti dalam KUHAP 
KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang 
dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP 
disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dan tindakan pidana atau sebagai 
hasil dari tindak pidana; 
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan 
tindak pidana; 
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana; 
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5) Benda lain yang mempunyai hubungan  langsung dengan tindak 
yang dilakukan. 
Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang 
disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang 
bukti.  
Selain dari pengertian di KUHAP, pengertian barang bukti juga 
dikemukakan dengan doktrin  Andi Hamzah mengatakan, barang bukti 
dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut 
dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat 
yang dipakai untuk melakukan delik). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi 
barang bukti: 
1) Merupakan objek materiil 
2) Berbicara untuk diri sendiri 
3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana 
pembuktian lainnya; 
4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa. 
Jadi dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa yang 
disebut dengan barang bukti adalah: 
1) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana 
2) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu 
tindak pidana 
3) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak 
pidana 
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4) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi 
penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar 
ataupun berupa rekaman suara. 
5) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai 
kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. 
Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu 
perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam 
proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti 
tindak pidana penghinaan secara lisan. 
4. Bukti Elektronik dalam Undang-Undang ITE 
Diakuinya bukti elektronik sebagai bukti yang sah merupakan suatu 
perkembangan dalam dinamika hukum sistem peradilan pidana di 
Indonesia. Dalam hal pembuktian Secara normatif UU ITE mengatur 
bagaimana etika tindak atau berperilaku dalam menggunakan barang 
digital/elektronik yang bertujuan untuk transaksi ataupun informasi. 
Penafsiran tentang bukti elektronik diatur dalam Undang-undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di 
Pasal 5. Namun setelah adanya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 , 
penafsiran terhadap bukti elektronik menghadirkan suasana baru dalam 
kekuatan pembuktian pada barang bukti elektronik/digital. Untuk 
memudahkan pemahaman tersebut, maka bisa disimpulkan definisi bukti 
elektronik sebelum dan sesudah putusan MK sebagai berikut:61 
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1) Sebelum putusan MK  
tersebut Informasi/dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya 
meruppakan alat bukti hukum dan diakui keberadaannya di dalam 
UU ITE. Pasal tersebut secara normatif mengakui alat bukti 
elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memang dapat 
dilakukan oleh setiap orang kecuali tindakan-tindakan yang dilarang 
seperti intersepsi ataupun penyadapan. Artinya penafsiran dalam 
Pasal 5 UU ITE  masih terlihat general ataupun luas karena 
memang tidak memuat alat bukti elektronik tersebut diperuntukan 
untuk apa dan dilakukan yang berwenang siapa. Berdasarkan hal 
tersebut, ketika seseorang menggunakan suatu hasil informasi dari 
barang elektronik yang diperuntukan bukan untuk penegakan 
hukum, itu merupakan bukti yang sah dan diakui keberadaannya 
oleh hukum. 
2) Setelah Putusan MK 
Berawal dari kasus “Papa minta saham”, dimana informasi 
mengenai kasus suap dari oknum anggota DPR dengan PT. 
Freeport direkam dan dapat didengar dengan jelas. Akan tetapi 
informasi tersebut didapatkan dengan cara tidak sah, tidak 
berwenang dan melawan hukum meskipun tujuannya baik seperti 
pahlawan yang ingin membela rakyat dan mengungkap kebenaran. 
Berdasarkan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 
suatu amar putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang menambahkan 
suatu frasa dalam Pasal 5 “Sepanjang tidak dimaknai, dalam 
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rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan 
dan/atau institusi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan”. Maksud dan arti dari amar putusan tersebut, bahwa alat 
bukti elektronik yang sah harus diperuntukan dalam rangka 
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan 
ataupun institusi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, selain dari itu maka alat bukti elektronik tersebut tidaklah 
sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. 
 
C. Digital Forensik Dalam Hukum Pidana Indonesia 
1. Pengertian Digital Forensik 
Digital Forensik menurut ahli digital forensic internasional, Eoghan 
Casey ialah karakteristik bukti yang mempunyai kesesuaian dalam 
mendukung pembuktian fakta dan mengungkap kejadian berdasarkan 
bukti statistik yang meyakinkan.62 Menurut Ruby alamsyah selaku pakar 
Digital Forensik pertama di Indonesia, Digital Forensik adalah ilmu yang 
menaganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan 
di pengadilan. Barang bukti merupakan hasil ekstrak dari barang bukti 
elektronik seperti personal komputer, mobilephone, notebook, server, alat 
teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa 
dianalisa.63 Sedangkan menurut salah satu pimpinan Digital Forensik Sub 
bidang komputer forensik Puslabfor Kepolisian Republik Indonesia, Muh 
                                                          
62 Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime. London : Academic Press, 
2011, hlm. 20 
63 Ruby Alamsyah, “Menyisir Jejak Forensik Digital”, 
https://www.infokomputer.com/2010/12/fitur-sekuriti/menyisir-jejak-forensik-digital/2/, 
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Nuh. Al-Azhar mengatakan bahwa Digital Forensik merupakan aplikasi 
bidang ilmu pengeetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan 
pembuktian hukum (pro justice), yang dalam hal ini adalah untuk 
membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau computer crime secara 
ilmiah (scientific) hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat 
digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut.64 
2. Sejarah Perkembangan Digital Forensik 
Dalam penelitian ini, peneliti akan memuat perkembangan Digital 
Forensik dari salah satu penegak hukum di Sistem Hukum Pidana di 
Indonesia, yaitu dari sudut pandang Kepolisian Republik Indonesia. 
Di awal tahun 2000-an, perkembangan penggunaan teknologi 
komputer dan handphone mulai dapat dirasakan oleh begitu banyak 
pengguna di Indonesia itu sendiri. Hanya butuh beberapa tahun, jumlah 
pengguna perangkat digital meningkat drastis dikarenakan dari tahun ke 
tahun mulai relatif terjangkau dan mudah untuk diakses. 
Seiring dengan makin banyaknya masyarakat Indonesia memiliki 
dan menggunakan komputer, handphone dan segala macam perangkat 
digital lainnya, maka akan semakin banyak barang bukti elektronik yang 
akan dihadap oleh investigator di dalam menangani suatu kasus 
kejahatan. Barang bukti elektronik itu bisa berasal dari tersangka maupun 
saksi yang ditemukan dalam kasus computer crime maupun computer-
related crime. Kesulitan pun mulai dirasakan oleh para investigator  
terhadap kedudukan suatu barang bukti elektronik sebelum lahirnya 
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Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Meskipun undang-undang berkait telah ada, para investigator 
masih mengalami kesulitan karena tidak adanya wadah dan standar baku 
dalam melakukan investigasi digital.  
Pada tanggal 18 Januari 2010, dibentuklah DFAT (Digital Forensic 
Analyst Team) di Puslabfor Mabes Polri melalui surat perintah kepala 
Puslabfor sebagai wadah fungsional untuk pemeriksaan digital forensic. 
DFAT  yang berada di bawah Departemen Fisika dan Komputer Forensic 
merupakan tim kecil yang kemudian keanggotaannya diperbarui kembali 
di tahun 2011. Setelah adanya DFAT sebagai tim fungsional, terjadi 
peningkatan yang sangat pesat terhadap barang bukti elektronik yang 
diperiksa dan dianalisis baik itu kasus pidana yang konvensional maupun 
kasus kejahatan komputer/digital.  
Hingga pada tahun 2013, Digital Forensik di Polri diangkat menjadi 
fungsi struktural yaitu menjadi sub bidang komputer forensik di dalam 
Puslabfor Forensik. Jumlah kasus yang ditangani oleh Digital Forensik 
Polri mencapai 3 sampai 4 kasus perminggunya yang mana tiap harinya 
mengurus 4 sampai 5 barang bukti elektronik yang perlu diperiksa dan 
dianalisa. 
3. Peranan Digital Forensik dalam Hukum Pidana Indonesia 
Sebagaimana yang telah dijelaskan, Digital Forensik hadir untuk 
membantu memudahkan proses peradilan pidana. Maka dari itu, Digital 
Forensik Polri hadir untuk memenuhi segala standarisasi Digital Forensik 
agar menutup segala celah yang menyebabkan terjadinya polemik atau 
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perdebatan atas hasil analisa atau pemeriksan barang bukti elektronik 
yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Digital Forensik juga dituntut 
untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi dan komputer agar tidak ketinggalan zaman. Maka demi 
mewujudkan hal tersebut, ada beberapa faktor utama yang memegaruhi 
perkembangan Digital Forensik yaitu:65 
1) Manajemen 
Manajemen merupakan faktor paling utama dari semua faktor 
yang mempengaruhi perkembangan Digital Forensik supaya 
dapat berjalan dengan baik. Dibutuhkan pemimpin yang 
memiliki keinginan kuat untuk memajukan Digital Forensik pada 
tempatnya masing-masing. Selain itu manajemen yang baiklah 
seorang analis forensik dapat lebih fokus dan memaksimalkan 
kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan dan analisis 
Digital Forensik. 
2) Prosedur 
Prosedur pemeriksaan dan analisis Digital Forensik yang 
mengikuti dan mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan petunjuk 
(guidelines) Internasional seperti Good Practice Guide for 
Computer-Based Electronic Evidence, yang dikeluarkan oleh 
Association of Chief Police Officers (ACPO). Prosedur ini juga 
berkaitan dengan undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan transaksi Elektronik yang kemudian dimuat dalam 
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Pasal 6 yang menjelaskan bahwa informasi dan dokumen 
elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di 
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu 
keadaan. 
3) Sumber Daya Manusia 
Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan yang berkeseuaian 
dengan SOP digital forensic,diperlukan juga sumber daya 
manusia yang professional dibidangnya. Untuk mendapatkan 
kualitas tersebut, maka para investigator harus mendapatkan 
pelatihan-pelatihan (yang dibarengi dengan Professional 
Certification) yang selalu berlanjut di bidal Digital Forensik, atau 
bahkan mengambil pendidikan formal di bidang ilmu komputer, 
teknologi informasi atau Digital Forensik, baik di strata satu (S1) 
maupun pasca sarjana (S2 dan S3). Selain itu pun sekiranya 
sumber daya manusia pernah memiliki pengalaman dalam 
melakukan praktik secara langsung baik dalam menggunakan 
hardware/software yang berkaiatn maupun terlibat dalam proses 
pengerjaan suatu penganalisian informasi atau dokumen 
elektronik. 
4) Fasilitas Pendukung Kerja 
Dalam hal ini hardware/software merupakan alat yang 
dibutuhkan oleh analisis forensik dan investigator dalam 
melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan menganalisis 
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barang bukti elektronik/digital. Jika Hardware/Software yang 
digunakan adalah versi yang terkini dan sesuai dengan 
peruntukannya, maka hasil pemeriksaan dan analisis dapat 
lebih maksimal. Dalam hal ini Hardware/Software yang 
digunakan telah teruji berdasarkan NIST (National Institute of 
Standard & Technology), US. Selain Hardware/Software yang 
teruji, diperlukan juga workspace atau laboratorium yang telah 
terakreditasi pengakuan secara Internasional yaitu memiliki ISO 
17025. 
4. Klasifikasi Barang Bukti dalam Digital Forensik 
Keberadaan klasifikasi barang bukti digital forensic sebagai 
berikut:66 
1) Barang Bukti Elektronik 
Barang bukti elektronik bersifat fisik dan dapat dikenal secara 
visual, sehingga investigator dan analisis forensik harus sudah 
memhami serta mengenali masing-masing barang bukti 
elektronik ini ketika sedang melakukan proses pencarian 
(searching) barang bukti di TKP. Jenis-jenis barang bukti 
elektronik adalah sebagai berikut: 
a) Komputer PC, laptop/notebook, netbook, tablet; 
b) Handphone, smartphone; 
c) flashdisk/thumb drive; 
d) floopydisk; 
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e) harddisk; 
f) CD/DVD; 
g) Kamera, CCTV; 
h) digital recoder dan lain-lain 
2) Barang Bukti Digital 
Barang bukti ini bersifat digital yang diekstrak atau di-recover 
dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini dalam Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dikenal dengan istilah informasi elektronik dan 
dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang harus dicari 
oleh analis forensik untuk kemudian dianalisis secara teliti 
keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap 
kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. 
Berikut adalah contoh barang bukti digital:67 
a) Logical file 
b) Deleted file 
c) Lost File  
d) File slack 
e)  Log File 
f) Encrypted File 
g) Steganoraphy file 
h) Office file 
i) Audio file 
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j) Video file 
k) Image file 
l) Email (Electronic mail) 
m)  User ID dan Password 
n) Short Message Service (SMS) 
o) Multimedia Message Service (MMS) 
p)  Call logs 
Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti 
digita memiliki isi yang bersifat digital. Hal ini harus dipahami 
oleh analisis dan investigator demi mencari barang bukti di TKP 
dan menvalidasi suatu keutuhan dari barang bukti yang 
dihadirkan dalam persidangan. 
 
D. Pertimbangan Hakim 
1. Pertimbangan Normatif/Yuridis 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
 Dasar pemberatan Pidana Umum: 
1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan. Pemberatan pidana 
karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya 
adalah sebagai berikut: Bila mana seorang pejabat karena 
melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya, pidana ditambah sepertiga. 
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2) Dasar pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 
52 a KUHP yang rumusnya sebagai berikut: Bila mana pada 
waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan RI, 
Pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga. 
3) Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (Recidive). 
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: 
Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan 
syarat-syarat tertentuyang dapat terjadi pengulangannya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang 
disebutkan dalam Pasal 486,487, dan 488 KUHP. Pemberatan 
pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan 
yang bersangkutan. Sementara para recidive yang ditentukan 
lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan 
disebut dalam ketiga Pasal ini adalah juga yang diperberat 
dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, 
tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah dengan 
sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya 
saja. Misal dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu kurungan 
(Pasal 492 ayat (2) KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari 
denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 
501 ayat (2) KUHP) 
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4) Dasar Pemberatan pidana karena perbarengan (concursus). 
Ada 3 bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana yaitu 
concursus idealis, concursus realis, dan perbuatan lanjutan. 
Dalam KUHP bab II Pasal 63 perbarengan peraturan disebut: 
a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana maka, yang dikenakan hanya salah satu diantara 
aturan-aturan itu. Jika berbeda beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok paling berat. 
b) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, maka diatur pula dalam aturan pidana khusus, 
maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. 
c) Concursus realis, atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan 
masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu 
tindak pidana. 
Adapun dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
dasar-dasar yang menyebabkan diperinganya pidana terhadap si pembuat 
dalam undang-undang terbagi atas dua, yaitu dasar si peringannya pidana 
umum yang berlaku pada tindak pidana pada umumnya dan dasar di 
peringannya pidana khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu 
saja. 
1) Dasar peringanan pidana umum, yaitu: 
a) Belum dewasa berdasarkan KUHP belum dewasa, yaitu 
yang belum berumur 16 tahun. Bab III Buku I KUHP 
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mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, 
mengurangkan, atau memberatkan pidana.  
b) Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 
Dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya 
anak (disebut anak nakal) yang umurnya belum 18 tahun 
dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat, (1)). Sedangkan 
anak yang belum berusia 8 tahun dan melakukan tindak 
pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat 
dilakukan penyidikan (Pasal 5 ayat (1)). Perihal percobaan 
dan pembantuan kejahatan. Percobaan dan pembantua 
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. 
Pidana maksimum terhadap si pembuat dikurangi sepertiga 
dari ancaman maksimum pada yang bersangkutan. Hal ini 
disebabkan karena percobaan dan pembantuan kejahatan 
adalah suatu ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan 
pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang 
membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya 
orang yang mencoba itu atau orang yang membantu pelaku 
(pelaku Pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana 
tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak 
pidana terterntu. 
2) Dasar Peringanan Pidana Khusus disebagian tindak pidana 
tertentu ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang 
hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan 
64 
itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala tindak pidana. 
Dasar Peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam 
Pasal 308,341, dan 342 KUHP. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat (1) rancangan KUHP nasional tahun 1999-2000 
menentukan bahwa dalam mempertimbangkan: 
1) Kesalahan terdakwa 
2) Motif dan Tujuan melakukan tindak pidana 
3) Cara melakukan tindak pidana 
4) Sikap batin membuat tindak pidana pemidanaan 
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana 
7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Peneltian 
 Lokasi Penelitian merupakan tempat/wilayah di mana penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Tempat/lokasi penelitian yang peneliti pilih 
dalam melakukan pengumpulan data adalah kompetensi Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung 
terhadap pihak majelis hakim dan panitera, dan analis Digital 
Forensik kepolisian republik Indonesia. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, internet, 
artikel, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan membaca dan 
menelusuri sejumlah buku-buku, peratura perundang-undangan 
ataupun literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang 
diteliti. 
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2. Penelitian (Field Research) 
 Penelitian dilaksanakan dengan turun langsung ke lokasi penelitian 
dengan melakukan mengumpulkan data langsung (observasi). 
Metode ini terdiri atas dua cara yaitu: 
a) Wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang 
pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana 
dengan nomor register perkara 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST 
dan wawancara langsung terhadap dengan analisis Digital 
Forensik yang terlibat dalam proses pembuktian kasus kasus 
tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor register 
perkara 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST 
b) Dokumentasi yaitu menelusuri data yang berupa dokumen dan 
arsip yang diperoleh dari panitera muda bagian pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian data primer 
ataupun data sekuder dianalisis secara kualitif. Analisis data kualitatif 
adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar 
pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. 
Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan 
penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam 
Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan No. 
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST 
1. Kasus Posisi  
 Pada Hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada 
waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Restauran Olivier, 
West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, 
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh  
JESSICA KUMALA alias  JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS 
kepada WAYAN MIRNA SALIHIN alias MIRNA. Bahwa dalam perkara ini 
Terdakwa berteman dengan korban Mirna, Saksi BOON JUWITA alias 
HANI (Saksi Hani), dan Saksi VERA RUSLI (Saksi Vera) di Kampus Billy 
Blue College of Design di Sidney, Australia. Sekira pertengahan tahun 
2015, korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan 
percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehngga Korban  
menasehati Terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar 
dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan 
kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran 
68 
dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna 
tersebut ternyata membuat Terdakwa marah serta sakit hati sehingga 
Terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Setelah 
kemarahan Terdakwa  kepada Korban Mirna tersebut, Terdakwa pada 
akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa 
hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, sehingga membuat 
Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban Mirna, 
sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Terdakwa 
merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Mirna. 
 Untuk mewujudkan rencananya itu Terdakwa berusaha menjalin 
kembali komunikasi dengan korban Mirna melalui aplikasi Whatsapp (WA) 
pada tanggal 5 Desember 2015 saat Terdakwa dalam perjalan dari 
Australia ke Indonesia, namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari 
korban Mirna. Kemudian Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 
Desmeber 2015 dan pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa berusaha 
kembali menghubungi korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan 
keberadaan Terdakwa  di Jakarta dan Terdakwa  mengajak Korban 
MIRNA untuk bertemu. Selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara 
Terdakwa  dengan korban MIRNA beserta suami korban MIRNA yaitu 
Saksi ARIEF SETIAWAN SOEMARKO (saksi ARIEF) di salah satu Café di 
daerah Jakarta Utara. 
 Bahwa pada hari rabu tanggal 6 januari 2016, Terdakwa  mulai 
mempersiapkan diri untuk mwujdkan rencanaya dengan cara ada pukul 
12,58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa  mengatakan akan mentraktir 
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korban MIRNA, saksi HANI dan Saksi VERA, serta memberitahukan 
kepada mereka jika Terdakwa  akan datang terlebih dahulu ke restaurant 
Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (Chatting) 
di Group WA dimana Korban MIRNA mengatakan tentang kesukaannya 
terhadap Vietnamnese Iced Coffee (VIC) di Restaurant Olivier, dari 
percakapan tersebut Terdakwa  langsung berinisiatif untuk memesan VIC 
untuk Korban MIRNA. 
 Sesampainya Terdakwa  di Restaurant Olivier pada sekitar pukul 
15.30 WIB Terdakwa  langsung memesan tempat untuk 4 orang di area 
tidak merokok ( no smoking area) kepada saksi APRILIA CINDY 
CORNELIA PARIMAHUA (Saksi CINDY) yang bertugas sebagai 
resepsionis Restaurant Olivier. Setelah itu Terdakwa  masuk kedalam 
Restaurant Olivier untuk melihat keadaan di dalam Restaurant Olivier 
tersebut. 
 Setelah mengamati keadaan Restaurant Olivier, sebagai persiapan 
selanjutnya untuk menghilangkan nyawa korban MIRNA, kemudian 
Terdakwa . Meninggalkan Restaurant Olivier menuju ke toko Bath And 
Body Works. Lantai 1 , West Mall, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon 
Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta pusat dan sesampainya di 
toko tersebut Terdakwa  membeli 3 (tiga) buah sabun dan minta kepada 
saksi TRI NURHAUATI selaku karyawati toko Bath And Body Works, agar 
masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 
(tiga) paper bag. 
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 Selanjutnya pada sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa  kembali ke 
Resaurant Olivier dengan membawa 3 tiga paperbag tersebut dan 
sesampainya di sana, Terdakwa  diantarkan oleh saksi CINDY ke area 
tidak merokok (No Smokng area) dan Terdakwa  sengaja memilih meja 54 
berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi 
tembok dengan area yang lebih tertutup walauun masih terdapat meja 
33,34, dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang 
masih kosong pada area tidak merokok (no smoking area) Terdakwa  
langsung meletakkan 3 (tiga) paper bag yang telah dipersiapkan 
sebelumnya diatas meja 54 tersebut lalu Terdakwa  pergi ke bar untuk 
memesan minuman VIC untuk Korban MIRNA dan 2 (dua) Cocktail yaitu 
Old Fashion dan sazerac. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman 
tersebut, Terdakwa  berjalan menUju kasir sambil menegok dan 
memperhatikan situasi dan keadaan dalam Restaurant Olivier. 
Sesampainya di depan kasir, Terdakwa  yang dilayani oleh saksi JUKIAH, 
langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut dan setelah 
membayar secara tunai, Terdakwa  kembali ke meja 54. 
 Setelah Terdakwa  membayar untuk pesanan 3 (tiga) minuman 
tersebut, saksi rangga selaku Barista, langsung membuat VIC pesanan 
Terdakwa  denga mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang 
ditentukan oleh Restaurant Olivier dan menaruhnya di tempat pegambilan 
minuman yang berada di depan meja kasir untuk selanjutnya sekira pukul 
16.24 WIB, saksi AGUS TRIONO selaku Runner mengantarkan pesanan 
VIC dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa . Dalam proses 
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penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler yang berisi 
susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa 
cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas tumbler lalu diseduh 
dengan air panas sehingga cairan kopi menetes kedalam gelas, kemudian 
saksi AGUS meletakkan tissue di samping gelas tumbler dan meletakkan 
sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue. Setelah 
saksi AGUS selesai menyajikan VIC kemudian Terdakwa  memasukkan 
sedotan kedalam gelas berisi VIC. Tidak lama kemudian saksi MARLON 
ALEX NAPITUPULU (Saksi MARLON) selaku server mengantarkan 2 
(dua) minuman cocktail Old Fashion an Sazerac dan saat itu terlihat oleh 
saksi MARLON bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas berisi VIC. 
 Setelah saksi MARLON meninggalkan meja 54 sekira puul 16.28 
WIB. Barulah Terdakwa  berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu 
Terdakwa  meletkkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya kemudian 
menyusun 3 (tiga) paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan 
maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan 
dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian 
setelah 3 (tiga) paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB 
s/d pukul 16.45 WIB, Terdakwa  langsung memasukkan racun natrium 
sianida (NaCN) kedalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk 
Korban MIRNA. 
 Setelah Terdakwa  selesai memasukkan racun natrium sianida 
(NaCN) ke dalam gelas VIC dan meletkkannya di tengah meja 54, 
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Terdakwa  memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa 
kemudian Terdakwa  kembali duduk ke posisi semula. 
 Beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban 
MIRNA dan saksi HANI datang ke Restaurant Olivier kemudian 
menghampiri Terdakwa  yang sudah menunggu di meja 54 lalu korban 
MIRNA duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah 
dimasukkan racun natrium sianida (NaCn), lalu Korban MIRNA bertanya 
kepada Terdakwa  “ini minuman siapa?” dan Terdakwa menjawab “ini buat 
lu Mir, kan lu bilang mau” kemudian korban MIRNA mengatakan “oh, ya 
mapun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue 
datang… thank you udah dipesenin”. Kemudian korban MIRNA 
mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida 
(NaCN) menggunakan sedotan. Ketika VIC yang telah dimasukkan racun 
natrium sianida (NaCN) diminum oleh korban MIRNA, saksi HANI yang 
berada di samping kanan korban MIRNA melihat warna VIC tersebut 
akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban MIRNA 
menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa  untuk dicicipi 
namun ditolak oleh Terdakwa . Melihat kondisi tersebut  Saksi HANI justru 
berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racum 
natrium sianida (NaCN) dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta 
pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. 
Sekira 2 menit kemudian, akibat meminum VIC yang telah dimasukkan 
racun natrium sianida (NaCN), korban MIRNA langsung pingsan dalam 
keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa 
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dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata 
kosong serta kejang-kejang. Tidak lama kemudian beberapa karyawan 
restaurant Olivier yakni Saksi M. GENTILE ANDILOLO alias ILENG selaku 
GM bersama dengan pengawainya datang memberi pertolongan kepada 
korban MIRNA. 
 Kemudian saksi ILENG membawa korban MIRNA menggunakan 
kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, 
sesampainya di Klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, saksi dr. ANDRY 
YOSUA selaku dokter umum pada Klinik Damayanti melihat kondisi 
korban MIRNA seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih 
hidup lalu ± 5 menit kemudian, datang saksi ARIEF untuk membawa 
korban MIRNA ke RS. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokromianoto 31-33 
Menteng, Jakarta Pusat. 
 Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban 
MIRNA dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana Surat 
RS. Abdi Waluyo No.: 004/DIR/RSAW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, 
yang berisi Resume Medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Akibat dari 
perbuata Terdakwa , korban MIRNA meninggal dunia sesuai dengan 
VISUM ET REPERTUM (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay. Tk. 1 
tanggal 10 Januari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik Barang Bukti. 
 Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Ahli Toksiologi 
Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa sianida (NaCN) bersifat 
korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar di mana jumlah siandia 
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(NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh korban  MIRNA 
adalah 298 mg. Atas dasar itu dr. Arief Wahyono, Sp. F dan dr. Slamet 
Poernomo, Sp. F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan 
pemeriksa VeR Terhadap Korban MIRNA menyimpulkan bahwa penyeban 
kematian korban MIRNA adalah karena Sianida (NaCN) yang jauh lebih 
besar dan lethal dosis (LDIo) sehingga menyebabkan erosi pada 
lambungnya. 
 Perbuatan Terdakwa didakwakan dengan Tuduhan Pembunuhan 
Berencana terhadapa Korban MIRNA sebagaimana diatur dan diancam 
dengan pidana Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
2. Analisis Penulis 
Keberadaan barang bukti elektronik perlu dipahami terlebih dahulu 
dari sifat wujudnya yaitu bersifat fisik atau visual (digital). Dalam 
pembahasan ini, rekaman CCTV merupakan salah satu barang bukti 
elektronik yang menjadi barang sitaan pada proses penyidikan yang 
selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Rekaman CCTV 
merupakan klasifikasi barang bukti digital yang berbentuk video file atau 
kumpulan dari beberapa frame-frame gambar yang bergerak dalam jumlah 
tertentu yang juga dan juga memiliki kemampuan untuk memasukkan 
suara (dalam perkara ini rekaman CCTV tidak memuat suara atau No 
Audio Recorded). Untuk wujud filenya (extensinya), video file  bisa berupa 
.mp4, .avi, .3gp., .mkv, dan lain-lain. 
Dalam proses penyitaan barang bukti tersebut, rekaman CCTV 
diperantarai media barang bukti elektronik secara fisik (Physical Evidence) 
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yaitu 1 unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 
1430A7A412CAT yang diberikan oleh saksi Dermawan Salihin (Bapak 
Kandung dari korban Mirna) yang diambilnya secara inisiatif pada saat 
datang ke TKP. Setelah itu pihak café Olivier pun memberikan data 
penyimpanan langsung dari CCTV kepada penyidik berupa 1 unit 
Harddisk Eksternal WD My Passport Ultra 500GB warna hitam yang 
kemudian dijadikan barang bukti yang ikut terlampir dengan flashddisk 
yang dibawa oleh saksi Dermawan.  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak penyidik Sub 
Bidang Digital Forensik Pusat Laboratorium Forensik, Kombes Polisi Muh. 
Nuh Al- Azhar,  
“Dalam proses dijadikannya rekaman CCTV sebagai barang bukti  
yang diberikan oleh saksi Dermawan (yang diambil dengan 
Flashddisk) dan pihak café olivier (yang diambil dengan Harddisk 
eksternal) kepada penyidik, itu telah sesuai pemeriksaan Digital 
Forensik berdasarkan pemeriksaan Digital Forensik dan SOP 13 
tentang Pemeriksaan dan Analisa video forensik yang merujuk 
kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri No. 1 Tahun 2014 
tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa 
Digital Forensik, dan Good Practice Guide for Digital Evidence dari 
Association of Chief Police Officers (ACPO, Inggris tahun 2012). 
Pada saat barang bukti diterima, pertama pihak penyidik melakukan 
Forensic Imagine terlebih dahulu terhadap flashdisk yang kemudian 
dilakukannya cloning atau menggandakan isi dari sektor per sektor 
dari isi video file flash disk menjadi satu image file, maka hasil yang 
dibuat akan sama persis dengan file dalam flash disk (file A= file A).  
Di dalam flash disk tersebut ditemukannya ada 7 item file dengan 
format .Mpg dan .Avi , yang mana ke semua file itu dilakukan 
prosedural seperti yang telah dijelaskan diatas.”     
 
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa hadirnya rekaman CCTV 
sebagai barang bukti elektronik yang disita dan kemudian dilampirkan ke 
dalam berkas perkara, telah memenuhi persyaratan dan memiliki legal 
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standing atas keabsahannya yang selanjutnya dalam perkara ini dijadikan 
pula sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. 
Rekaman CCTV dalam persidangan perkara ini memberi titik terang 
kepada pihak Jaksa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan beberapa 
hal yang diperkuat oleh keterangan saksi maupun para ahli yang 
dihadirkan. Mulai dari membaca gerak-gerik Terdakwa, adanya 
kejanggalan (warna) dalam minuman VIC, dan kondisi para saksi-saksi 
lainnya yang dihadirkan ke dalam persidangan. Rekaman CCTV sebagai 
alat bukti tidak bisa lepas dari UU. ITE (UU. No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih berlaku pada saat itu). 
Rekaman CCTV masuk dalam pengertian informasi dan dokumen 
elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 dan 4 UU. No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum 
acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan 
persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) serta 
Pasal 44 UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. 
Jika bersudut pandang pada aturan konvensional yaitu alat bukti 
dari KUHAP, menurut Eddy O.S. Hiariej, mengategorikan informasi dan 
data elektronik (rekaman CCTV) sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. 
Dalam keterangannya sebagai ahli dalam persidangan perkara ini, beliau 
menyatakan: 
“ Rekaman CCTV merupakan alat bukti yang pengaturannya 
bersifat limitatif dalam pasal  184 KUHAP namun merupakan 
barang bukti yang dtempatkan sebagai bagian dari alat bukti 
petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim. Kecuali kalau alat 
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bukti elektronik itu berupa suatu hasil print out atau suatu hasil data 
computer maka dia bisa dimasukkan dalam alat bukti surat, jika kita 
memang merujuk pada undang-undang. Terkait CCTV, ada fakta 
kejadian selama persidangan baik menurut flashdisk atau video 
mauupun dari Jaksa Penuntut Umum dan ahli-ahli yang dihadirkan, 
dari peristiwa yang diputarkan diperoleh bahwa CCTV itu 
digambarkan peristiwa nyata, kemudian terkait pembuktian CCTV 
tersebut menurut ahli yang pertama di dalam KUHAP tidak ada 
dikatakan alat bukti elektronik tetapi kalau kalua kita menuju pada 
UU ITE, keberadaan bukti elektronik di dalamnya ada rekaman 
CCTV dsb, dia masih dalam bukti elektronik. Selama CCTV tidak 
direkayasa menampilkan apa adanya maka boleh dikatakan dia 
memiliki kekuatan pembuktian yang penuh atau bukti kuat yang 
tidak terbantahkan.”   
 
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh saksi ahli penasehat 
hukum dalam perkara ini, yaitu ahli Mudzakkir yang dalam keterangan 
menyampaikan: 
“Kekuatan alat bukti dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP, ada 3 
yaitu: tersier, menguatkan alat bukti sekunder, dan sekunder, 
memliki kekuatan pembuktian yang menguatkan alat bukti primer, 
dan primer (barang bukti), memiliki kekuatan pembuktian yang 
utama dan menentukan. Berdasar pasal 184 ayat (2) KUHAP, 
CCTV tidak termasuk dalam petunjuk karena menurut ahli tidak 
bisa, karena itu rekaman, bisa saja direkayasa” 
 
Rekaman CCTV pun dapat dianggap sebagai alat bukti lainnya 
tergantung kapasitas kehadiran rekaman CCTV ini dalam persidangan. 
Rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti surat apabila rekaman tersebut 
dicetak dalam lembaran kertas yang berupa irisan potongan-potongan 
gambar dalam setiap detiknya sesuai dengan kebutuhan pembuktian. 
Dalam dunia IT, Video file  (Rekaman CCTV) terdiri dari beberapa gambar 
dalam fps (frames per second). Dalam waktu sedetik, setiap video file bisa 
memiliki irisan potongan-potongan gambar yang kemudian inilah yang 
menyebabkan mengapa gambar itu terlihat bergerak. Rekaman CCTV 
dalam perkara ini berdasarkan hasil penelitian saksi ahli Digital Forensik 
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yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, rekaman CCTV yang 
berjumlah 7 file itu masing-masing memiliki 25 irisan gambar fps. Namun 
dalam perkara ini rekaman CCTV yang hadir dalam bentuk alat bukti surat 
tidaklah efisien dikarenakan akan memakan waktu yang lama untuk 
menganalisa satu per satu gambar sedang kebutuhan pembuktian melalui 
rekaman CCTV dalam perkara ini tidak hanya pada saat momen 
diduganya telah terjadi penaburan racun sianida tetapi juga momen 
sebelum dan sesudah momen tersebut. Apalagi dalam hal ini, Jaksa 
Penuntut Umum harus mampu membuktikan unsur “kesengajaan” yang 
sebagaimana didakwakannya. 
Rekaman CCTV dapat pula menjadi keterangan ahli apabila 
kehadirannya bersama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi 
ahli tersebut. Dalam perkara ini, hadirnya saksi ahli oleh Jaksa Jaksa 
Penuntut Umum, yaitu  Muh Nuh Al-Azhar dan Christoper Hariman Rianto, 
keduanya memberikan keterangan yang mana pokoknya menekankan 
atas keabsahan dan keaslian daripada rekaman CCTV tersebut. Di dalam 
wawancara peneliti kepada saksi ahli Muh. Nuh Al-Azhar yang serupa 
dengan keterangannya dalam persidangan menyatakan: 
“Dalam SOP video forensik kita (Digital Forensik Puslabfor Polri), 
file begitu kita mau analisis di sistem kita ada yang namanya proses 
transporting, jadi file itu bisa di zoom in, zoom out, kita bisa filter, itu 
ada proses transporting.Kalau kita melihat hasil yang asli kita hanya 
menggunakan aplikasi Windows Media Payer dan kita tidak bisa 
melakukan banyak hal, kita tidak bisa meng zoom in, kita tidak bisa 
filter enhancement (meningkatkan kualitas), tidak selamanya 
rekaman CCTV itu bagus jadi butuh transporting dan butuh berjam-
jam.” 
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Rekaman CCTV yang dihadirkan oleh saksi ahli Muh. Nuh Al-Azhar 
ialah termasuk bagian dari keterangan yang dimilikinya karena telah ada 
usaha atau tindakan (yang berdasarkan SOP Digital Forensik) dalam 
rekaman CCTV yang mana tujuannya itu semata-mata demi 
mengungkapkan kebenaran materiil. Jadi rekaman CCTV merupakan alat 
bukti keterangan ahli selama apa yang ada pada rekaman CCTV itu 
disertai dengan keterangan ahli yang ikut disampaikan bersamanya. 
Di dalam perkara ini, Penasehat Hukum juga menghadirkan ahli IT 
terkhusus dibidang Pencitraan Video dan gambar,Dr. Rismon Hasiholan 
Sianipar, yang melakukan analisa terhadap hasil video dari ahli yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam keterangannya Ahli 
menganggap adanya perbuatan tempering dalam rekaman CCTV analisa 
ahli Jaksa Penuntut Umum.  
Tempering adalah kegiatan pemodifikasian illegal yang ditujukan 
untuk tujuan-tujuan tidak baik. Adapun cara melakukan tempering adalah: 
1) Mencerahkan satu atau lebih intensitas piksel untuk 
memberikan efek pergerakan pada video, pixel-pixel yang 
dicerahkan secara manual akan memiliki sebaran intensitas 
yang hampir seragam tekstur (pola) objek tidak lagi sama 
dengan tekstur objek serupa yang inheren di dalam video 
2) Mengubah laju frame dan menyisipkan frame untuk 
menciptakan efek pengulangan objek. 
3) Mengubah/menghapus tekstur (pola) warna, ukuran, atau/dan 
orientasi objek. 
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Dari hasil analisa Ahli Penasehat Hukum, ditemukannya 
inkonsistensi dan tidak proporsionalnya yaitu dari jari telunjuk dari Jessica, 
ini dibuktikan pada video dengan sebaran intensitas pada frame dan 
kontur jari terlalu panjang ketika menggaruk tangan, panjang tangan 
semua jari hampir sama, pergerakan pixel saat penggarukan kompak 
seperti hasil dari tempering. Berdasarkan keterangan Ahli tersebut, inilah 
yang menjadi penyebab munculnya perdebatan tentang kedudukan serta 
keabsahan dari rekaman CCTV yang telah dihadirkan dalam persidangan 
perkara ini. 
 Adapun yang menjadi kejanggalan dalam analisis Ahli Jaksa 
Penuntut Umum yang ditemukan oleh Ahli Penasehat Hukum ialah: 
1) Ditemukannya adanya perbedaan jumlah frame yang 
dilaporkan oleh ahli Jaksa Penuntut Umum dalam BAP. 
2) Adanya salah satu video file yang resolusinya berbeda sendiri 
sedang media perekaman sama. 
Kendala yang dialami oleh Penasehat Hukum bersama Ahlinya 
ialah tidak dimilikinya resources  yang sama dengan dimiliki oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Data berasal dari Penasehat Hukum yaang di dapatkan 
dari Kompas TV, TV One, dan Inews secara resmi dan dari ke semua 
sumber data ini (Data sekunder) pada dasarnya isinya konsisten. Data 
tersebut dibandingkan dengan data tambahan yaitu diunduh di situs 
Youtube. Penasehat Hukum sempat meminta untuk memutar rekaman 
CCTV melalui Flashdisk di laptop milik Ahli Penasehat Hukum, namun 
Jaksa Penuntut Umum keberatan karena menganggap laptop Ahli 
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Penasehat Hukum tidak terakreditasi dan Majelis Hakim berketetapan bisa 
diputarkan dari laptop Ahli Jaksa Penuntut Umum. Maka dihadirkan 
kembali Ahli Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan keterangan 
menanggapi permintaan dan pertanyaan lanjutan. 
Dari sudut pandang Penasehat Hukum bersama ahlinya terkait 
perdebatan prosedural analisis rekaman CCTV, Penasehat Hukum 
menganggap punya hak dan berwenang pula untuk melakukan audit atau 
analisa lebih lanjut terhadap suatu hasil analisa dari ahli Digital Forensik. 
Hal ini dikaitkan berdasar aturan yang sebagaimana Ahli Jaksa Penuntut 
Umum tuliskan dalam BAP yaitu metodelogi analisis suatu bukti elektronik 
dala Digital Forensik Puslabfor Pollri itu menggunakan menggunakan 
prinsip dasar digital forensic yaitu Good Practice Guide for Computer-
Based Electronic Evidence oleh Association of Chief Police Officers. 
Dalam poin ke 3 prinsip dasar itu berisi,“An audit trail or other record of all 
processes applied to computer-based electronic evidence should be 
created and preserved. An independent third party should be able to 
examine those processes and achieve the same the result.”, yang mana 
ini menjadikan dasar Ahli bersama Penasehat Hukum melakukan analisa 
terhadap hasil analisa Ahli Jaksa Penuntut Umum yang diduga olehnya 
telah mengalami tempering yang dapat merugikan Terdakwa.  
Dalam hasil wawancara peneliti dengan Ahli Jaksa Penuntut Umum 
terkait perdebatan prosedural analisa bukti elektronik, Muh Nuh Al-Azhar 
menyampaikan sesuai dengan keterangannya pada saat dihadirkan 
kembali ke persidangan yaitu: 
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“Dalam dunia Digital Forensic jika hendak melakukan pengujian 
oleh pihak ketiga, kita mengenal yang namanya pengujian apple-to-
apple. Jika seorang Digital Forensik mau menguji hasil dari analisis 
Digital Forensik lainnya dia harus melakukan prosedural yaitu 
menggunakan Sources yang sama, Tools yang sama, dan SOP 
yang sama pula. Hal ini Scientified Method. Sama halnya ketika di 
masa perkulihan dalam melakukan penelitian pasti menggunakan 
metode penelitian. Berkaitan dengan perkara Jessica, Source yang 
seharusnya digunakan ialah sama dengan Source yang kita 
gunakan. Namun data yang mereka gunakan ialah data dari pihak 
lain yang mana proses ekstraksinya belum tentu menggunakan 
standar forensic imagine seperti kita lakukan. Kemudian terkait 
tools digunakan seharusnya menggunakan standar yang telah 
terakreditasi oleh National Institue of Standard Technology (NIST), 
US. Dalam hasil analisa kita, tools yang ada di sini (laboratorium 
Digital Forensik) telah berstandar ISO 17025 (Accreditation of the 
Digital Forensics Discipline). Lalu yang terakhir ialah SOP yang 
digunakan haruslah sama dengan SOP yang digunakan oleh para 
seluruh Ahli Digital Forensik di seluruh dunia. Setelah 
menggunakan metode Apple-to-apple dan telah ditemukan 
perbedaan dengan hasil analisa sebelumnya, barulah dapat 
dikatakan adanya usaha tempering (dalam konteks video file).” 
 
Dengan landasan tersebut, Ahli Jaksa Penuntut Umum 
menganggap sumber yang digunakan oleh Ahli Penasehat Hukum 
mengalami distorsi karena Source yang digunakan tidaklah sama dengan 
yang digunakan Ahli Jaksa Penuntut Umum sehingga wajar saja terjadi 
perbedaan  sebagaimana yang telah Ahli Penasehat Hukum tampilkan 
sebelumnya. Peneliti berpendapat demi tercapainya suatu kebenaran 
materiil, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadinya di dalam ruang 
persidangan yang dimuliakan tersebut, karena hal ini memunculkan 
pandangan negatif terhadap kedua belah pihak. Jaksa Penuntut Umum 
terkesan menyembunyikan suatu fakta yakni barang bukti rekaman CCTV 
yang asli dan Penasehat Hukum terkesan mencari celah kesalahan dari 
hasil analisa Digital Forensik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum 
sebagai ahli dalam persidangan. 
83 
Dengan polemik hadirnya rekaman CCTV yang menjadi perdebatan 
dalam agenda sidang, di luar pengadilan, advokat senior Hotman Paris 
Hutapea menyampaikan dalam pernyataan tertulisnya mengenai 
keabsahan CCTV menyatakan:  
“ Jika merujuk dari putusan MK, maka rekaman CCTV dengan 
Terdakwa Jessica Kumala Wongso, tidak sah sebagai alat bukti. 
Rekaman CCTV baru sah sebagai alat bukti kalau rekaman dibuat 
atas permintaan penegak hukum.” 
 
Pernyataan yang disampaikan secara terbuka menanggapi atas 
booming nya perkara ini yang terekspos secara publik di masyarakat.  
Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 
memunculkan penafsiran baru terhadap informasi dan dokumen 
elektronik. Dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, permohonan 
pemohon dikabulkan untuk sebagian yaitu mengubah pasal 5 ayat (1) dan 
(2) serta pasal 44 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
(yang lama). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai 
alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas penegak hukum 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Namun hal yang 
perlu diluruskan terkait rekaman CCTV (sebagai informasi/dokumen 
elektronik), selama rekaman CCTV bermaksud untuk memantau, 
menyadap atau intersepsi seseorang atau sekelompok orang, maka 
diperlukan adanya izin dari penegak hukum yang bersangkutan. Tidak 
serta merta harus melakukan penyadapan semaunya karena hal inilah 
yang dimohonkan oleh pemohon dalam Judicial Reviewnya terhadap 
putusan tersebut, yaitu menghargai privasi seseorang yang bisa apa yang 
diduganya tidaklah benar dan tidak berlandaskan fakta hukum yang kuat. 
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Dalam perkara Jessica ini, hadirnya rekaman CCTV tidak diperlukannya 
ada penyampaian atau izin dari suatu instansi penegak hukum untuk 
dijadikan alat bukti elektronik karena rekaman CCTV itu sifatnya publik. 
CCTV dalam café Olivier tersebut diperuntukkan untuk merekam segala 
aktivitas Customer maupun pegawai dalam café tersebut. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai  Kedudukan Closed 
Circuit Television (CCTV) dalam Pembuktian Pada Sistem 
Peradilan Pidana dalam Studi Perkara: Putusan No. 
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST 
Majelis hakim dalam mengambil putusan seyogyanya perlu 
memperhatikan secara komprehensif apa yang telah dimuat dalam 
persidangan tersebut. Maka untuk itu, Majelis Hakim perlu membuktikan 
satu persatu unsur delik tersebut lalu membuktikan satu persatu dengan 
mengkaitkan segala sesuatu yang berkorelasi antara kenyakinan Hakim, 
fakta Hukum, Pendapat Ahli, dan Peraturan Hukum. 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap 
dipersidangan maka sebelum Majelis Hakim Mengkonstatir adanya fakta-
fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran perkara pembunuhan 
terhadap korban Mirna seperti keterangan saksi fakta, keterangan ahli, 
surat-surat, petunjuk dan ketrangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat 
diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara 
hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa 
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pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Jaksa 
Penuntut Umum Pasal 340 KUHP atau tidak. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK 
sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, 
kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya antara yang satu 
dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah 
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan petunjuk tersebut 
hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat , dan keterangan 
Terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP); 
Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian 
perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara 
keterangan saksi, surat dan ketarangan Terdakwa telah terjadi suatu 
tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa 
pelakunya; 
Menimbang, bahwa demikian juga mengenai rekaman CCTV yang 
dipersoalkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak layak dijadikan 
sebagai alat bukti di dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa CCTV yang ada di café bukan sengaja diperuntukkan untuk 
perkara dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah 
terpasang di tempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang 
terjadi di lingkungan café Olivier sehingga CCTV, sehingga CCTV tersebut 
tidak harus dibuat sendiri oleh Penjabat yang berwenang sedangkan 
menyangkut adanya dugaan telah terjadi tempering/penyisipan pada video 
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maupun pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut 
telah disumpah di persidangan. Jika Penasehat Hukum Terdakwa mampu 
di kemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para Ahli 
tersebut dapat menggunakan sarana hukum sesuai pasal 242 KUHP, 
tentang pemberian keterangan pals. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terseubt Majelis 
Hakim berpendapat sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan 
peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan 
fakta empiris adalah sama persis, terlebih alat digital elektronika dalam 
praktik peradilan sudah sering dipakai oleh hakim di dalam mengungkap 
kebenaran fakta dipersidangan,maka Rekaman CCTV tersebut dapat 
dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai 
“Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana 
dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK unruk memastikan 
peristiwa pidana. Hal ini diperkuat adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa terlebih dahlu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dsan yang meringankan pada diri Terdakwa: 
 Hal-hal yang memberatkan: 
1) Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban 
Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia. 
2) Perbuatan Terdakwa kjeji dan sadis tersebut dilakukan terhadap 
teman Terdakwa Sendiri. 
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3) Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya 
sendiri. 
4) Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. 
Hal-hal yang meringankan: 
1) Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa 
memperbaiki diri di masa depan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
Majelsi Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam 
amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi 
Terdakwa sebagai instrospeksi diri termasuk kepada masyarakat 
khususnya kepada pihak korban. 
 
2. Amar Putusan 
MENGADILI 
1) Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA 
KUMALA WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘PEMBUNUHAN 
BERENCANA’ ; 
2) Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana 
penjara selama 20 (dua puluh) Tahun ; 
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang telah 
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
telah dijatuhkan ; 
4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 
5) Menetapkan barang bukti berupa : 
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1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese 
Coffee; 
2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese 
Coffee; 
3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna 
coklat; 
4. Pakaian atas wanita warna coklat; 
5. Beberapa potong rambut; 
6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma; 
7. 1 (satu) kotakobat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 
tablet); 
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina; 
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg; 
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg; 
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg; 
12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 
087780806012; 
13. Simcard Optus Nomor 04033711888; 
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih 
diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah 
putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas 
belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & 
Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu 
buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita 
warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih 
bertulikan Bath & Bodyworks; 
15. Sendal Sepatu; 
16. Potongan tiket; 
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut; 
18. 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang; 
Barang bukti diatas, No. 1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan ; 
19. 1 (satu) unit Flasdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 
1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Oliver west 
Mall Grand Indonesia; 
20. 1 (satu) unit Harddisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 
500GB warna hitam; 
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC; 
22. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue; 
23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala 
Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles 
St. Paramatta NSW ada 15 laporan; 
24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance 
Australia berupa dokumen No. IB16/XX n/a dengan lampiran; 
25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso 
mengancam Kristene Louise Carter dan percakapan lainnya; 
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26. Email dari Kristene Louise Carter kepada 
monicasemard@afd.govau tentang email Jessica Kumala 
Wongso; 
27.   1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica 
Kumala Wongso dari NSW Ambulance; 
28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC; 
29. 1 (satu) bendel printcit; 
Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam 
berkas perkara; 
30. 1 (satu) buah IPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 
08161475360; 
 
Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko; 
31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder; 
32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas; 
33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu; 
34. 1 (satu) set meja kursi Table 54; 
35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis; 
36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic 
hitam; 
37. 1 (satu) buah contoh geas yang digunakan untuk penyajian Ice 
Vietnam Coffee; 
38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek; 
39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam; 
40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi; 
41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW 
model FD 161S Serial Number 474895448 wana hitam; 
42. 1 (satu) unit kabel Power DVR warna hitam; 
43. 1 (satu) buah pipet; 
 
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000. 
Demikian putusan berdasarkan majelis hakim pada hari senin 
tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami   Kisworo, S.H., M.H. sebagai hakim 
ketua, Partahi Hutapea, S.H., M.H., dan Dr.Binsar Gultum, S.H., M.H. 
masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat 
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 
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777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 Juni 2016 dan putusan mana yang 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis 
tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh hakim 
anggota dibantu oleh Panitera dan dihadiri oleh Jaksa Jaksa Penuntut 
Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum. 
3. Analisis Penulis 
Dalam perkara dengan Nomor Perkara  777/Pid.b/2016/ 
PN.JKT.PST, sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan 
berdasarkan fakta-fakta  hukum yang ada kemudian  memutus, Majelis 
Hakim mengkonstatir  dari dakwaan tunggal Jaksa Jaksa Penuntut Umum 
yang melanggar Pasal 340 KUHP dengan bunyi: “Barang siapa dengan 
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua 
puluh tahun.” Berdasarkan Pasal yang didakwakan, Majelis Hakim 
menemukan adanya benstandeel delic (Unsur-unsur delik) yang harus 
dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur barang Siapa, (2) Unsur 
Dengan Sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebuh dahulu, (4) Unsur 
merampas nyawa orang lain. Majelis Hakim menilai ke-empat unsur 
tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan 
kebenarannya, seluruh unsur delik tersebut secara sah dan menyakinkan 
menurut hukum atau tidak. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka 
Terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan dari tuntuntan hukum. Maka 
dari itu Majelis Hakim harus membuktikan satu persatu setiap unsur 
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dengan mengkorelasikan antara keyakinan hakim, fakta hukum, pendapat 
ahli, dan peraturan hukum. 
Sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, Rekaman CCTV 
menurut Majelis Hakim dalam perkara ini, telah menjadi alat bukti yang 
sah dan dapat diterima secara hukum dan kedudukan sebagai alat bukti 
petunjuk. Lebih jelas lagi Majelis Hakim menilai selama rekaman CCTV itu 
relevan dengan peristiwa yang terjadi (memuat orang yang sama dan 
bertautan dengan fakta empiris yang dijelaskan oleh Saksi maupun 
Terdakwa) dan diperkuat oleh kebiasaan praktik peradilan yang telah 
terbiasa menjadikan rekaman CCTV sebagai media bantu 
mengungkapkan keberanan fakta di persidangan, maka Rekaman CCTV 
dapat dijadikan sebagai perluasan alat bukti dalam KUHAP sebagai 
Barang Bukti yang jika bersesuaian dengan peristiwa pidana dapat 
dijadikan Majelis Hakim sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa 
Pidana. 
Dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim di masing-masing 
pembuktian unsur delik, unsur “Barang Siapa”  memiliki orientasi 
menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan 
kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Selama 
persidangan berlangsung, Terdakwa Jessica selalu dalam keadaaan 
sehat baik jasmani dan rohani meskipun berdasar catatan kesehatan Ahli  
Psikiatri Forensik Natalia Widiasih  Raharjanti, dalam diri Terdakwa tidak 
didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan 
intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam 
92 
menjalani proses hukum. Rekaman CCTV tidak memberikan peran dalam 
pembuktian unsur ini. 
Unsur selanjutnya yaitu Unsur “dengan Sengaja”. Unsur ini 
menekankan poin kesengajaan (dalam Hukum Pidana) sebagai bentuk 
kesalahan, yaitu hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan 
yang dilakukannya, maka dalam hal ini kesengajaan harus dibuktikan 
dengan adanya Wetten en willen (Mengetahui dan menghendaki). Dalam 
unsur ini, pembuktian terhadap motif atau latar belakang terjadinya 
peristiwa pidana mejadi dasar terbuktinya unsur ini. Berdasar pada fakta 
hukum yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan  bahwa sebab musabab 
(motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau 
dendam dari Jessica. Peranan rekaman CCTV dalam unsur ini, Majelis 
Hakim menjadikan Rekaman CCTV sebagai penguat dari keterangan 
saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Rekaman CCTV yang 
ada dari beberapa Spot (titik CCTV yang terpasang) memperlihatkan 
gerak-gerik Terdakwa dari awal Terdakwa mendatangi Tempat Kejadian 
Perkara (TKP), hingga meninggalkan TKP. Melalui rekaman CCTV banyak 
hal yang ditemukan oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum sebagai aktivitas 
yang abnormal atau tidak seperti biasanya dilakukan oleh orang-orang 
ketika mendatangi suatu café dengan niat ingin mentraktir atau hang out 
bersama teman-temannya. 
Selanjutnya unsur”direncanakan terlebih dahulu”. Unsur ini 
merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Unsur ini tidak akan 
terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Hal ini berkaitan 
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dengan bagaimana Terdakwa menyusun dan merencanakan motif yang 
akan digunakan. Majelis Hakim beranggapan jika dikaitkan dengan 
voorstellingstheorie  tentang kesengajaa dengan unsur “Perencanaan 
terlebih dahulu”, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan 
dalam kenyataan mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada 
pasal 340 KUHP. Peranan rekaman CCTV di sini hampir serupa dengan 
peranannya di pembuktian unsur sebelumnya. Dikarenakan CCTV hanya 
mengambil atau merekam aktivitas yang terjadi di café, maka untuk 
pembuktian unsur ini hanya memperlihatkan awal terjadinya tindak pidana 
dan kemungkinan hasil dari perencanaan terlebih dahulu. Dalam rekaman 
tersebut, ditemukan adanya aktivitas yang terkesan telah terencana 
terlebih dahulu. Mulai dari pemesanan meja 54 yang posisinya berada di 
daerah blind spot  dari jangkauan CCTV, pemesanan minuman yang 
terlebih dahulu sebelum datangnya korban Mirna dan saksi Hani, 
penempatan 3 buah paper bags berisi sabun yang diletakkan terhalang 
CCTV dengan minum VIC, reaksi Terdakwa yang terbilang tenang setelah 
korban colapse setelah meminum VIC, dan aktivitas Terdakwa yang 
menggaruk-garuk tangan dan pahanya yang diakibatkan terkena butiran 
racun Sianida (NaCN). Majelis Hakim berpendapat aktivitas menggaruk-
garuk tangan dan pahanya jika dikaitkan  sifat racun sianida (NaCN) dapat 
diakibat karena racun sianida (NaCN) terkena atau tersentuh dengan kulit 
akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif dan timbul rasa gatal.  
Unsur terakhir yang perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu 
“Unsur merampas nyawa orang lain”. Unsur ini merupakan akibat yang 
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timbul dari perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan 
direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam perkara ini, korban 
dinyatakan tidak bernyawa dengan ditemukannya zat sianida di dalam 
lambung sebesar 0,2 mg yang dimuat dalam Visum Et Repertum. 
Berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa diduga melakukan 
pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam Vietnamesse 
Iced Coffee(VIC) sehingga beban pembuktian terletak pada apakah VIC 
mengandung racun Sianida (NaCn) dan apakah racun Sianida (NaCN) 
yang ditemukan dalam tubuh korban Mirna sama dengan yang terkandung 
di dalam VIC .Terhadap beban pembuktian tersebut, peranan rekaman 
CCTV disini terekam VIC dari proses pembuatannya, pengantaran dari 
tempat saji ke meja 54, kondisi VIC setelah dihidangkan di meja 54, dan 
pasca korban Mirna meminum VIC tersebut yang kemudian menyebabkan 
korban Colapse. Berdasarkan fakta hukum yang ada, kondisi VIC dari 
proses penyajian hingga dihidangkan di meja 54 café Olivier telah sesuai 
standar café dan telah terbukti berdasar keterangan saksi yang diperkuat 
oleh rekaman CCTV. Ditemukannya perbedaan warna dalam VIC yang 
kekuning-kuningan. VIC tersebut diduga telah tercampur sianida setelah 
adanya interaksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap VIC tersebut, 
karena pada saat disajikan oleh Runner (Pengantar) ke meja 54 belum 
sama sekali diaduk. Dengan dasar dugaan tersebut dan telah dibuktikan 
oleh ahli Toksiologi dari beberapa percobaan yang kemudian bersama 
keterangannya dipersidangan (didasari pula oleh hasil Visum et Repertum 
dan rekaman CCTV yang menemukan warna VIC yang tidak seperti 
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biasanya), maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya memastikan 
bahwa matinya korban Mirna adalah disebab efek toksik (racun) Sianida. 
Dengan terbuktinya Natrium Sianida di tubuh Mirna sekalipun hitungan 
kecil ( 0,2 mg/di lambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain 
tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg yang 
terdapat di lambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis 
Hakim, bahwanya matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan 
efek toksik (racun) sianida (NaCN). 
Berdasar beberapa rangkaian pertimbangan di atas yang kemudian 
dikaitkan dengan peranan atau kedudukan rekaman CCTV, Majelis Hakim 
menyimpulkan bahwa matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida 
(NaCN), yang dimasukkan ke dalam VIC dan yang memasukkan racun 
tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur  sebelumnya dilakukan oleh 
Terdakwa. Secara hukum perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa 
Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam hasil penelitian tertanggal 5 Mei 2017 bertempat di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan salah satu Majelis Hakim, 
Kisworo, menyampaikan pendapat tentang peranan rekaman CCTV dalam 
perkara ini: 
“Rekaman CCTV pada kasus ini sebagai alat bukti perluasan dari 
alat bukti yang ada dalam KUHAP itu sendiri. Hadirnya ke dalam 
persidangan sangat membantu Majelis Hakim dalam  Hal yang 
penting diperhatikan juga ialah keabsahan dari suatu informasi 
elektronik dalam hal ini rekaman CCTV, agar tidak terjadinya 
perdebatan pada saat dihadirkan ke dalam persidangan. 
Selebihnya dapat dilihat dalam putusan tingkat pertama dibagian 
pertimbangan Hakim.” 
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Menurut peneliti, kedudukan rekaman CCTV berdasar 
Pertimbangan Hakim sudah sesuai apa yang seharusnya dan apa yang 
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah Majelis 
Hakim untuk melakukan cross-examination pada saat  terjadinya 
Keterangan Ahli Penasehat Hukum yang menanggapi Keterangan Ahli 
Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang menemukan suatu indikasi 
rekaman CCTV hasil analisa tersebut telah terjadi tempering (pengubahan 
secara illegal) yang mana hal ini dapat merugikan Terdakwa. Dengan 
dilakukannya konfrontir keterangan sesama Ahli tersebut, Majelis Hakim 
lebih mudah menemukan kebenaran materiil dan masyarakat yang 
menyaksikan persidangan pun dapat menilai secara langsung keterangan 
ahli mana yang sebenarnya layak dan sesuai prosedur hukum yang 
berlaku. Namun hal yang peneliti kritisi dalam putusan berkaitan dengan 
rekaman CCTV ialah dikesampingkannya barang bukti lainnya (termasuk 
rekaman CCTV) dikarenakan terbuktinya zat sianida (NaCN) dalam 
lambung sebesar 0,2 mg dianggap cukup. Sedang rekaman CCTV 
tersebut telah melewati proses yang berlandaskan SOP yang valid, 
diinvestigasi oleh Law Enforcement yang kompeten dan diakui oleh 
peraturan hukum (Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009, UU No. 11 
Tahun 2008 tentang ITE, dan SOP Internasional yang telah peneliti 
tuliskan di atas.), dan menggunakan Tools yang berakreditasi pengakuan 
Internasional. Hal ini dapat membukakan celah akan lemahnya kedudukan 
suatu informasi atau dokumen elektronik baik itu dalam Computer Crime  
ataupun Computer Related Crime. Sudah seyogyanya, hadirnya suatu 
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institusi penegak hukum hadir untuk menjadi suatu wujud implementasi 
hukum, khusus hukum pidana, sebagai langkah preventif terhadap setiap 
orang yang hendak melakukan tindak pidana. Digital Forensik hadir di 
Indonesia dengan semangat mengawal perkembangan Teknologi Digital  
yang mana salah satunya ialah mencegah penyalahgunaan dari Teknologi 
dan memudahkan proses penegakan hukum yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan Rekaman CCTV dalam perkara dengan Nomor 
Putusan 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST ialah sebagai alat bukti 
perluasan dari alat bukti yang diatur di KUHAP. Selain itu, 
Rekaman CCTV berdasarkan dari Undang-Undang yang berlaku 
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 
Tentang ITE (Sekarang UU No. 19 Tahun 2015 Tentang ITE 
termasuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Rekaman 
CCTV dalam perkara ini sebelum dihadirkan dalam persidangan, 
merupakan Barang Bukti No. 19 dan 20 (terlampir dalam berkas 
perkara) yang berwujud Physical Evidence. Rekaman CCTV 
tersebut telah melewati tahapan yang berstandar SOP Digital 
Forensik sehingga keabsahan dari rekaman CCTV tersebut sah 
menjadi barang bukti elektronik dalam perkara ini. Rekaman CCTV 
merupakan barang bukti digital yang berbentuk video file yang 
terdiri dari beberapa irisan potongan gambar fps yang tersusun 
dalam satu file dengan ekstensi .mpg, avi, mp4, dan lain-lain. 
Rekaman CCTV jika dalam rangka penyadapan demi proses 
penegakan hukum (penyidikan), maka perlu adanya atas 
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegakan 
hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. 
99 
Namun apabila rekaman CCTV tersebut berada ditempat yang 
tidak bertujuan dalam rangka penegakan hukum (penyadapan dan 
sebagainya) atau berada di tempat publik,  maka hal itu tidaklah 
bertentangan untuk dijadikan barang bukti. Kedudukan Rekaman 
CCTV bila dikaitkan dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, 
bisa menjadi Surat, keterangan Ahli, dan petunjuk tergantung apa 
kapasitasnya dihadirkannya dalam persidangan.  
2. Berdasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara nomor 
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Rekaman CCTV merupakan alat 
bukti Petunjuk. Dihadirkannya rekaman CCTV ini dalam  
Pembuktian di persidangan bertujuan demi membantu proses 
beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum demi mencari kebenaran 
Materiil. Rekaman CCTV hadir pula sebagai hasil analisa Ahli 
Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan memastikan keabsahannya 
dan meningkatkan kualitas rekaman demi memudahkan 
pembuktiannya. Ahli Penasehat Hukum menanggapi terhadap 
rekaman CCTV yang dihadirkan oleh Ahli Jaksa Penuntut Umum 
diindikasi mengalami tempering atau pengubahan secara illegal 
yang bisa menyebabkan kerugian terhadap Terdakwa. Majelis 
Hakim demi menemukan solusi terhadap konfrontir sesama 
keterangan Ahli yang berkait, Ahli Jaksa Penuntut Umum kembali 
dihadirkan untuk memberikan keterangan lanjutan menanggapi 
keterangan Ahli Penasehat Hukum tersebut. Dengan 
mengkonfrontir keterangan ahli kedua belah pihak terkait rekaman 
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CCTV, Majelis Hakim lebih mudah untuk memutuskan mana 
keterangan yang memiliki kekuatan yang berlandaskan hukum dan 
tidak keluar dari kapasitas ahli yang dihadirkan. 
B. Saran 
1. Demi tercapainya tujuan Peradilan yang cepat, sederhana, dan 
biaya ringan, Peneliti berpendapat kepada para penegak hukum 
terhadap kedudukan suatu Rekaman CCTV (umumnya yang 
termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik), perlu melakukan 
cross check terlebih dahulu terhadap suatu keabsahan dari 
Rekaman CCTV (informasi dan/atau dokumen elektronik) sebelum 
dijadikannya sebagai barang bukti ataupun alat bukti. Hal ini 
mencegah kemungkinan terjadinya modifikasi atau hilangnya 
bagian dari padanya karena informasi dan/atau dokumen elektronik 
sangat rentan dirusak dan disalahgunakan. Namun apabila 
Rekaman CCTV (informasi dan/atau dokumen elektronik) telah 
dilimpahkan ke tahap pengadilan, maka sebaiknya dilakukan pra-
peradilan selama memenuhi syarat untuk dilakukannya pra-
peradilan (demi mengungkap kebenaran materiil). Bila terjadi 
perdebatan terhadap keabsahan suatu Rekaman CCTV (informasi 
dan/atau dokumen elektronik) atau hasil analisa dari Ahli dalam 
tahap pembuktian di persidangan,  peneliti berpendapat perlu 
dilakukannya cross examination dengan menghadirkan Ahli yang 
berkaitan untuk dikonfrontirkan demi menemukan keterangan ahli 
yang memadai untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Selain 
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itu pula dapat dilakukan pengujian ulang yang dilakukan oleh pihak 
ketiga. Hal itu diatur dalam Principle No. 3 of Principles of Digital 
Evidence Association of Chief Police Officers yang merupakan 
landasan hukum Digital Forensik internasional. Metode itu dikenal 
dengan metode Apple-to-Apple yaitu pengujian informasi dan/atau 
dokumen elektronik dengan menggunakan Source yang sama, 
SOP yang sama, dan Tools yang sama. Maka dengan demikian, 
Rekaman CCTV (informasi dan/atau dokumen elektronik) yang 
dihasilkan dapat dinyatakan sah dan sesuai aturan hukum yang 
berlaku. 
2. Hadirnya Digital Forensik sebagai salah satu bagian dari Puslabfor 
Polri bertujuan untuk membuktikan kejahatan (tindak pidana) yang 
melibatkan fungsi teknologi (secara langsung maupun tidak 
langsung) dengan scientific method sehingga menghasilkan suatu 
bukti-bukti digital yang meminimalisir celah para pelaku kejahatan 
memanipulasi bukti-bukti tersebut. Dengan mengangkat peranan 
Digital Forensik dalam kehidupan bermasyarakat, peneliti 
berpendapat hal ini dapat mencegah (langkah preventif) terjadinya 
suatu tindak pidana, baik itu yang konvensional maupun kejahatan 
siber. Maka dari itu, perkembangan hukum sudah sewajarnya harus 
berkesesuaian dengan perkembangan teknologi. Dalam perkara ini, 
peneliti berpendapat teknologi haruslah hadir sebagai alat bantu 
umat manusia dalam beraktivitas dan menjalankan kehidupan 
sehari-hari, salah satunya ialah dalam proses penegakan hukum. 
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Maka dari itu penegak hukum maupun pembuat produk hukum 
sekiranya agar tetap up to date dan mampu mengantisipasi  celah 
atau  sisi negatif perkembangan teknologi yang perubahannya 
terbilang sangat cepat dan masif. 
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